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MOTTO

“Konsisten terhadap kebenaran yang muncul pada setiap saatnya”

(Mahatma Gandhi)

Sumber : The Power Principle (Prinsip Kekuasaan), 2002 : 227
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RINGKASAN

Tanah mempunyai arti yang sangat penting bagi kehidupan manusia,
karena pada dasarnya kehidupan manusia sama sekali tidak dapat dipisahkan dari
tanah. Di Kantor Pertanahan Kabupaten Jember selama periode berdirinya vaitu
sejak tahun 1961 sampai sckarang baru kurang lebih 140.000 bidang tanah yang
bersertipikat. Olch karena itu Pemerintah melalui badan pertanahan melaksanakan
program pensertipikatan tanah secara massal (PRONA). Sejalan dengan keadaan
tersebut, maka kebijaksanaan mengenai masalah tanah secara tegas diatur dalam
Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar
Pokok-Pokok Agraria yang berbunyi “untuk menjamin kepastian hukum oleh
Pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia
menurut ketentuan yang diatur dengan peraturan pemerintah”,

Berdasarkan uraian di atas maka penyusun tertarik menulis skripsi dengan
judul: “Pelaksanaan Pensertipikatan Tanah Secara Massal di Kabupaten
Jember™ Adapun permasalahan yang dibahas oleh penyusun adalah apa dasar
hukum dan alasan Pemerintah menyelenggarakan pensertipikatan hak atas tanah
secara massal di Kabupaten Jember dan apakah prosedur pensertipikatan tanah
sccara massal di Kabupaten Jember sudah sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Metode pendekatan masalah yang dipergunakan dalam membahas
penulisan skripsi ini adalah metode yuridis normatif, yaitu membahas aspek-aspek
permasalahan dengan didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku dan berkaitan dengan judul skripsi ini, selanjutnya dihubungkan
dengan permasalahan yang ada.

Adapun alasan Pemerintah menyelenggarakan pensertipikatan tanah secara
massal di Kabupaten Jember adalah:

I. Sebab masih banyak bidang-bidang tanah yang belum disertipikatkan;
2. Untuk merealisasikan instruksi ysang ditepaskan dalam Pasal 19 ayat (1)

Undang-Undang Pokok Agraria.

X1
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Pelaksanaan pensertipikatan tanah secara massal d Kabupaten Jember
sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan ketentuan-
ketentuan pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Menteri Negara Agraria /
Kepala. BPN Nomor 3 Tahun 1997, juga melaluj tahapan-tahapan yang
diantaranya penunjukan Jokasi berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Jember Nomor 01 Tahun 2005 tentang penunjukan lokasi Kecamatan
dan Desa / Kelurahan kegiatan Peningkatan Administras Pertanahan Tahun
Anggaran 2005 di Kabupaten Jember, pembentukan panitia pemeriksaan atau
penelitian tanah berdasarkan keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten
Jember Nomor 02 Tahun 2005 tentang penunjukan dan pengangkatan panitia
pemeriksaan atau penelitian tanah kegiatan Peningkatan Administras; Pertanahan
Tahun Anggaran 2005 dj Kabupaten Jember, penyuluhan, pemasangan tanda batas
kepemilikan, pengajuan berkas permohonan, pengukuran, penelitian alat bukti dan
proses pembuatan sertipikat tahapan-tahapan itu dibuat untuk mempermudah
pelaksanaan pendaftaran tanah ity sendiri.

Diharapkan pelaksanaan pensertipikatan tanah secara massal tersebut
dilaksanakan dengan rutin olek Pemerintah, karena masih begitu banyak
masyarakat Kabupaten Jember yang belum mensertipikatkan tanahnya di Kantor
Pertanahan Kabupaten Jember dan kepada masyarakat hendaklah lebih menyadarj
bahwa betapa pentingnya sertipikat tanah. Disamping itu juga masyarakat mau
membantu untuk memperlancar penyelenggaraan pensertipikatan tanah secara
massal yang diadakan melalui Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA).

xiit
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{INTVRSITAS SEMBER

BAB I bt
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tanah mempunyai arti yang sangat penting bagi kehidupan manusia,
karena pada dasarnya kehidupan manusia sama sekali tidak dapat dipisahkan dari
tanah. Di Kantor Pertanahan Kabupaten Jember selama ini yaitu sejak tahun 1961
sampai sekarang baru kurang lebih 140.000 bidang tanah yang bersertipikat.

Menyadari betapa pentingnya arti sertipikat hak atas tanah sebagai bukti
kepemilikan sebidang tanah, oleh karena itu untuk memperoleh sertipikat hak atas
tanah diperlukan penanganan secara serius dan mendalam, bukan saja oleh pihak
pemerintah sendiri tetapi juga masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang lebih dikenal
dengan sebutan Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) dalam Pasal 19 ayat (1)
menegaskan bahwa:

“Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendafiaran
tanah diselurub wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan
yang diatur dengan peraturan pemerintah”.

Ketentuan tersebut memberi instruksi kepada Pemerintah untuk
melakukan pendafiaran tanah di wilayah yang menurut ketentuan yang diatur
dengan peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah yang dimaksud adalah
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Mengingat masih banyak warga masyarakat yang belum mendaftarkan
hak atas tanahnya ke Kantor Pertanahan dengan alasan karena kurang paham akan
arti pentingnya dilakukan pendaftaran tanah, karena berbelit-belitnya prosedur
yang dilakukan dan juga karena tingginya biaya pendaftaran tanah, maka untuk
mengatasi hal tersebut Pemerintah mengadakan PRONA (Proyek Operasi
Nasional Agraria). Atas dasar alasan tersebut maka penyusun tertarik untuk
menyusun skripsi dengan judul: “TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN
PENSERTIPIKATAN TANAH SECARA MASSAL DI KABUPATEN
JEMBER™,
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1.2 Ruang Lingkup

Berdasarkan uraian tersebut di atas, perlu adanya ruang lingkup dalam
penyusunan skripsi yang dibatasi sesuai dengan judul “TINJAUAN YURIDIS
PELAKSANAAN PENSERTIPIKATAN TANAH SECARA MASSAL DI
KABUPATEN JEMBER”. Dengan maksud untuk menghindari adanya
pembahasan dalam penyusunan yang menyimpang dari pokok permasalahan yang
ada, schingga tidak keluar dari rambu-rambu permasalahan. Yang akan dibahas
adalah tentang apa dasar atau alasan Pemerintah menyelenggarakan
pensertipikatan tanah secara massal di Kabupaten Jember dan dalam prosedur
pensertipikatannya sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

1.3 Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian yang disampaikan pada latar belakang dan ruang
lingkup pada skripsi ini maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai
berikut:
1. Apa dasar hukum dan alasan Pemerintah menyelenggarakan
pensertipikatan tanah secara massal di Kabupaten Jember?
2. Apakah prosedur pensertipikatan tanah secara massal di Kabupaten

Jember sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku?

1.4 Tujuan Penulisan
Agar dalam penulisan skripsi ini diperoleh sasaran yang dikehendaki perlu
kiranya ditetapkan suatu tujuan penulisan. Adapun tujuan penulisan di sini dibagi
menjadi dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.
1.4.1 Tujuan Umum
Tujuan penulisan skripsi secara umum adalah:
. Merupakan tujuan yang bersifat akademis, yaitlu memenuhi dan melengkapi
syarat-syarat dan tugas yang diperlukan guna mencapai gelar Sarjana Hukum
pada Fakultas Hukum Universitas Jember;
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2. Menerapkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan hukum yang telah
diperoleh  dalam  perkulishan  dengan  mienghubungkan antara teori dan
kenyataan yang ada dalam masvarakat;

3. Deaiberikan sumbangan karva tulis ilmiah kepada almamater.

1.4.2 Tujuan Khusus

‘Tujuan penulisan skripsi ini secara khusus adalah:
I. Untuk mengetahui dasar dan alasan Pemerintah menyelenggarakan

pensertipikatan tanah secara massal di Kabupaten Jember;

(]

Untuk mengetahui apakah prosedur pensertipikatan tanah secara
massal di  Kabupaten Jember sudah sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

1.5 Metodologi Penelitian

Penyusunan skripsi ini diperlukan suatu metode penulisan sebagai unsur
utama untuk menemukan, mengembangkan, menguji dan menjalankan prosedur
yang benar serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, sehingga akan
menghasilkan penulisan yang mendekati kebenaran optimal.
1.5.1 Metode Pendckatan Masalah

Metode pendekatan masalah yang dipergunakan dalam membahas
penyusunan skripsi adalah metode yuridis normatif, yaitu membahas aspek-aspek
permasalahan dengan didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan
vang berlaku dan berkaitan denpgan judul skripsi ini, selanjutnya dihubungkan
dengan permasalahan yang ada (Soemitro, 1988 : 97).
1.5.2 Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum merupakan sarana dari penelitian yang digunakan
untuk memecahkan permasalahan yang ada. Bahan hukum yang diperoleh
diharapkan dapat menunjang penyusunan skripsi ini adalah:
. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dapat diperoleh dengan membaca peraturan dasar,
peraturan perundang-undangan, sampai pada bidang norma hukum yang menjadi
dasar obyek kajian (Soemitro, 1988 : 11).
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2. Bahan Hukum Sckunder

Sumber bahan hukum sekunder untuk menganalisis dan memahami bahan
hukum primer seperti rancangan dari suatu peraturan, pendapat para ahli dari hasil
suatu penelitian dan wawancara (Soemitro, 1988 : 12).
1.53 Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penyusunan
skripsi ini adalah studi pustaka dan wawancara.
I. Studi Pustaka

Yaitu mengadakan studi pustaka dengan membaca buku-buku, surat-surat
edaran atau dokumen dalam peraturan perundang-undangan untuk mendapatkan
bahan hukum yang berhubungan dengan penyusunan skripsi. Dengan mengadakan
studi / penelitian kepustakaan akan diperoleh data awal untuk dipergunakan dalam
penelitian lapangan (Soemitro, 1988 : 53).
2. Wawancara

Wawancara adalah cara untuk memperoleh infomasi dengan bertanya
langsung kepada yang diwawancarai, wawancara merupakan suatu proses
nteraksi dan komunikasi. Dalam hal ini penyusun melakukan wawancara dengan
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten lember. Kepala Seksi Pengukuran dan
Pendafiaran Tanah, Kasubsi Pendaftaran Hak dan Informasi Kantor Pertanahan
Kabupaten Jember dan pihak-pihak yang terkait dengan penulisan skripsi ini
(Soemitro, 1988 : 57).
1.5.4 Analisis Bahan Hukum

Analisa bahan hukum dan permasalahan yang akan dibahas menggunakan
analisa deskriptif kualitatif, yaitu suatu metode untuk memperoleh pambaran
secara singkat mengenai permasalahan vang tidak didasari atas bilangan statistik
tetapi didasarkan atas analisa-analisa yang diuji dengan norma-norma hukum
masyarakal yang akan dibahas. Hasil analisa tersebut selanjutnya ditarik suatu
kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif, yaitu suatu metode analisis
yang berangkat dari pengetahuan yang bersifat umum untuk menilai suatu
kejadian khusus. Hal ini dapat diartikan sebagai suatu pembahasan vang dimulai

dari permasalahan yang bersifat umum menuju permasalahan yang bersifat
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é‘% VLK U PEAUSTANAY

UNIVERSITAS JEMBER

BAB 11
FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

2.1 Fakta
Dalam rangka pelaksanaan catwr tertib di bidang pertanahan dalam

Repelita 111 maka Pemerintah melalui Kantor Pertanahan Kabupaten Jember lebih
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang pertanahan. Karena
selama berdirinya Kantor Pertanahan Kabupaten Jember sejak tahun 1961 sampai
sekarang baru kurang lebih 140.000 bidang tanah yang bersertifikat maka dari itu
Pemerintah melaksanakan pensertipikatan tanah secara massal. Pelayanan ini
merupakan pelaksanaan Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA). Dengan
adanya PRONA diharapkan semua masyarakat yang ada di wilayah Kabupaten
Jember telah mensertipikatkan tanahnya ke Kantor Pertanahan Kabupaten Jember,

Dalam pelaksanaan program PRONA Kantor Pertanahan Kabupaten
Jember mempunyai target yang harus dipenuh dalam setiap tahunnya, sesuai
dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jember Nomor 01
Tahun 2005 tentang Penujukan Lokasi Kecamatan dan Desa / Kelurahan Kegiatan
Peningkatan Administrasi Pertanahan Tahun Anggaran 2005 di Kabupaten
Jember.

Berikut adalah data mengenai target dan realisasi Proyek Operasi Nasional
Agraria (PRONA) Tahun Anggaran 2005 di Kabupaten Jember:

Tabel 1:  Daftar Target Proyek Operasi Nasional Agraria di Kantor
Pertanahan Kabupaten Jember
No Desa/Kelurahan Kecamatan Kabupaten Targcb’}]idang—\
1. Kepatihan Kaliwates Jember 19
2, | Karanganyar Ambulu Jember 150
L 3. Kertonegoro Jenggawah Jember 131 k

Sumber data - Kantor Pertanahan Kabupaten Jember Tahun 2003
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2.2 Dasar Hukum

1.

Dasar hukum pelaksanaan pensertipikatan tanah secara massal adalah :

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-

Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960, Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 2043);

a.

Pasal 19 ayat (1)

“Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran
tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan
yang diatur dengan peraturan pemerintah™

Pasal 19 ayat (2)

“Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) pasal ini meliputi:

a. Pengukuran, pemetaan dan pembukuan tanah
b. Pendalataran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut
¢. Pemberian surat-surat tanda bukti hak. yang berlaku sebagai alat

pembuktian yang kuat”
Pasal 19 ayat (3)

“Pendaftaran tanah diselenggarakan dengan mengingat keadaan nepara
dan masyarakat, keperluan lalu lintas sosial ekonomi, serta kemungkinan
penyelenggaraannya menurut pertimbangan Menteri Agraria®

Pasal 19 avat (4)

“Dalam peraturan pemerintah diatur biaya-biaya vang bersangkutan
dengan pendaftaran termaksud dalam avat (1) di atas, dengan ketentuan
bahwa rakyat yang tidak mampu dibebaskan dari pembayaran biaya-biaya
tersebut™,

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran

Tanah (Lembaran Negara Tahun 1997, Nomor 59, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 3696);

d.

Pasal | angka 1

“Pendaftaran tanah adalah ranpgkaian kegiatan vang dilakukan oleh
Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur meliputi
pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan
data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai
bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian
surat tanda buku haknya bagi bidang-bidang tanah vang sudah ada haknya
dan hak milik satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang

membebaninya™.
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b. Pasal 32 ayat (1)

“Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat
pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat
di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan
data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan™.

c. [asal 32 ayat (2)

“Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah
atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut
dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang
merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut
pelaksanaan hak terscbut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak
diterbitkannya sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis
kepada pemepang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang
bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai
pengusaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut™.

Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997

tentang Ketentuan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997
tentang Pendaftaran Tanah.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 189 Tahun 1981 tentang Proyek
Operasi Nasional Agraria.

Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jember Nomor: 01
Tahun 2005 tentang Penunjukan Lokasi Kecamatan dan Desa / Kelurahan
Kegiatan Peningkatan Administrasi Pertanahan Tahun Anggaran 2005 di
Kabupaten Jember:

Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jember Nomor : 02
Tahun 2005 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Panitia Pemeriksaan /
Penelitian Tanah Kegiatan Peningkatan Administrasi Pertanahan Tahun

Anggaran 2005 di Kabupaten Jember;

Landasan Teori

2.3.1 Pengertian Agraria

Pasal 4 UUPA ayat (1) menyatakan, bahwa atas dasar hak menguasai dan

negara yaitu ditentukan adanya macam hak atas permukaan bumi, yang discbut
tanah, vang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang lain serta

badan-badan hukum. Tanah dalam pengertian yuridis adalah permukaan bumi,
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sedang hak atas tanah adalah hak atas sebagian tertentu permukaan bumi, yang
berbatas berdimensi dua dengan ukuran panjang dan lebar.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 1994 tanah adalah:

a. Permukaan bumi atau lapisan bumi yang diatas sekali:

b. Keadaan bumi disuatu tempat;
Permukaan bumi yvang diberi batas;

d. Bahan-bahan dari bumi, bumi sebagai bahan sesuatu (pasir, cadas,

%)

aspal) dan sebagainya

Pengertian agraria meliputi bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung
di dalamnya, bahkan meliputi juga ruang angkasa yaitu ruang di atas bumi dan air
vang mengandung tenaga dan unsur-unsur yang dapat digunakan untuk usaha-
usaha memelihara dan memperkembangkan kesuburan bumi, air serta kekayaan
alam yang terkandung di dalamnya (Harsono, 2003: 6),

Pengertian bumi meliputi permukaan bumi (yang disebut tanah) tubuh
bumi di bawahnya serta yang berada di bawah air (Pasal | ayat 4 jo Pasal 4 ayat 1)
Undang-Undang Pokok Agraria. Pengertian air meliputi baik perairan pedalaman
maupun laut wilayah Indonesia (Pasal 1 ayat 5) Undang-Undang Pokok Agrana.
Kekayaan alam vang terkandung di dalam bumi meliputi bahan-bahan galian
(Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Kelentuan-Ketentuan Pokok
Pertambangan).

Kekayaan alam yang terkandung di dalam air adalah ikan dan lain-lain.
Kekayaan alam vang berada di perairan pedalaman dan laut wilayah Indonesia
(Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan).

23.2 Pengertian Pendaftaran Tanah

Pasal 19 ayat (1) UUPA yang berbunyi “untuk menjamin kepastian hukum
oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik
Indonesia menurut  ketentuan-ketentuan  yang  diatur  dengan  peraturan
pemerintah™. Pendaftaran tanah yang dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) di atas
sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 19 ayat (2) meliputi:

a. pengukuran, pemetaan, pembukuan tanah;
b. pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut;
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¢. pemberian surat-surat tanda bukti hak yang berlaku scbagai alat
pembuktian yang kuat.

Pendallaran tanah adalah suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh
Negara / Pemerintah sccara terus menerus dan teratur, berupa pengumpulan
keterangan atau data tertentu mengenai tanah-tanah tertentu yang ada di wilayah-
wilavah tertentu, pengolahan, penyimpanan dan penyajiannya bagi kepentingan
rakvat, dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan
termasuk penerbitan tanda buktinya dan pemeliharaannya (Harsono, 2003 : 72).

Kata-kata “suatu rangkaian kegiatan™ menunjuk adanya berbagai kegiatan
dalam penyelenggaraan pendaftaran tanah, yang berkaitan dengan yang lain,
berturutan menjadi satu kesatuan rangkaian yang bermuara pada tersedianya data
vang diperlukan dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum di bidang
pertanahan bagi rakyat (Harsono, 2003 : 72).

Kata-kata “terus menerus” menunjukan kepada pelaksanaan kegiatan,
yang sekali dimulai tidak akan ada akhimya. Data yang sudah terkumpul dan
tersedia harus dipelihara, dalam arti disesuaikan dengan perubahan-perubahan
vang terjadi kemudian, hingga tetap sesuai dengan keadaan yang terakhir.

Kata “teratur” menunjukkan, bahwa semua kegiatan harus berlandaskan
peraturan perundang-undangan yang sesuai, karena hasilnya akan merupakan data
bukti menurut hukum, biarpun daya kekuatan pembuktiannya tidak selalu sama
dalam hukum Negara yang menyelenggarakan pendaftaran tanah.

Data yang dihimpun pada dasarnya meliputi 2 hal, yaitu :

|. Data fisik mengenai tanah: lokasi, batas-batas, luas bangunan. dan
tanaman yang ada di alasnya;

2. Data vuridis mengenai hak: hak apa, siapa pemegang hak, ada atau tidak
ada hak pihak lain.

Pengertian “wilayah™ adalah seluruh kesatuan administrasi pendaftaran
yang bisa meliputi seluruh negara. Bisa juga Desa atau Kelurahan seperti yang
ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang
Pendaftaran Tanah (Harsono, 2003 : 73).
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Kata-kata “tanah-tanah tertentu” menunjuk kepada obyek pendaftaran
tanah. Ada kemungkinan, bahwa yang didaftar hanya sebagian tanah yang
dipunyai dengan hak yang ditunjuk.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 pembukuan hak
dalam buku tanah (daftar umum) dilakukan setelah bidang-bidang tanah yang
menjadi obyek hak-hak itu diukur dan dipetakan pada peta-peta pendaftaran.
Kepada pemegang hak yang haknya telah dibukukan dalam buku tanah diberikan
sertipikat sebagai surat tanda bukti hak.

Dalam rangka penyajian data fisik dan data yuridis, kantor pertanahan
menyelenggarakan tata usaha pendaftaran tanah berupa daftar umum, yang terdiri
dari: peta pendaftaran, daflar tanah, surat ukur, buku tanah dan daftar nama.

Menurut PP No. 24 Tahun 1997 Pasal | angka 1, pengertian pendaftaran
tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus
menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolaban,
pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam
hentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah
susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah
yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak
tertentu yang membebaninya,

Pendaftaran tanah untuk pertama kali dilakukan melalui pendaftaran
secara sistematik dan pendafiaran tanah secara sporadik. Pendaftaran tanah sccara
sistematik dilaksanakan atas prakarsa Badan Pertanahan Nasional yang didasarkan
alas suatu rencana kerja jangka panjang dan rencana tahunan yang
berkesinambungan. Pelaksanaan yang dilakukan di wilayah-wilayah yang belum
ditunjuk sebagai wilayah pendaflaran tanah secara sistematik, pendaftarannya
dilakukan secara sporadik. Pendaftaran tanah sccara sporadik dilaksanakan atas
permintaan pihak yang berkepentingan, yaitu pihak yang berhak atas proyek
pendafiaran tanah yang bersangkutan. Dalam rangka menjamin kepastian hukum
hak-hak atas tanah, pemegang hak-hak atas tanah wajib mendaftarkan hak tersebut
berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 (Effendi, 1993 : 14-15).
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Didaftarkannya hak-hak atas tanzh akan memberikan kepastian hukum,
hal ini karena dengan pendaftiran tanah teiscbut akan membawa akibat
diberikannya surat tanda bukti hak schagai alat pembuktian vang kuat terhadap
hak atas tanah yang dipegangnya (Effendi. 1993 : 20).

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Pasal 3 menyatakan
bahwa tujuan pendafiaran tanah adalah:

1. Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada
pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak
yang terdaftar, agar dengan mudah dapal membuktikan dirinya sebagai
pemegang hak yang bersangkutan.

2. Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan
termasuk Pemerintah, agar dengan mudah dapat memperoleh data yang
diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang
tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdafiar:

3. Untuk menyelenggarakan tertib administrasi pertanahan,

2.3.2.1 Prosedur Pendaftaran Tanah

Pelaksanaan pendaftaran tanah dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan,
kecuali mengenai kegiatan-kegiatan tertentu yang ditugaskan kepada pejabat lain,
vaitu kegiatan-kegiatan yang pemanfaatannya bersifat nasional atau melebihi
wilayah kerja Kepala Kantor Pertanahan, misalnya pengukuran titik dasar teknik
dan pemetaan fotogrametri. Dalam melaksanakan tugas tersebut Kepala Kantor
Pertanahan dibantu oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (Harsono, 2003 : 485).

Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali baik secara sistematik
maupun secara sporadik akan meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Pengumpulan dan pengolahan data fisik yang meliputi kegiatan:

a. Untuk pengumpulan dan pengolahan data fisik, dilakukan pengukuran dan
pemetaan;

b. Pembuatan Peta Dasar pendafiaran tﬂn;h yang menjadi dasar untuk
pembuatan peta pendafiaran tanah serta digunakan juga untuk memetakan
bidang-bidang tanah yang sudah terdaftar;

¢. Penectapan batas-batas bidang tanah;

d. Pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah dan pembuatan peta
pendaftaran;

L
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¢. Pembuatan dafiar tanah, bidang atau bidang-bidang tanah yang sudah
dipetakan atau dibukukan nomor pendaftarannya pada peta pendaftaran:

f. Pembuatan surat ukur, untuk keperluan pendaftaran haknya suatu bidang-
bidang tanah yang sudah diukur serta dipetakan dalam peta pendaftaran

2. Pengumpulan dan pengolahan data yuridis serta pembukuan haknya.

Dalam kegiatan pengumpulan data yuridis diadakan perbedaan antara
pembuktian hak-hak baru dengan hak lama. Hak baru adalah hak yang baru
diberikan atau diciptakan sejak mulai berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 1997, Sedangkan Hak lama adalah hak-hak atas tanah yang berasal dari
konversi hak-hak yang ada pada waktu mulai berlakunya UUPA dan hak-hak
yang belum didaftar menurut Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961,
Untuk pembuktian hak-hak atas tanah yang sudah ada dan berasal dari konversi
hak-hak lama data yuridisnya dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya
hak tersebut berupa bukti tertulis, keterangan saksi dan atau pernyataan yang
bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi atau Kepala Kantor
Pertanahan dianggap cukup sebagai dasar mendafiar hak, pemegang hak dan hak-
hak pihak lain yang membebaninva. Sebagaimana diterangkan dalam Pasal 24
ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Alat-alat bukii terschut
adaiah alat-alat bukti pemilik. Alat-alat bukti yang dimaksud dapat berupa:

a. Grosse akta hak eigendom yang diterbitkan berdasarkan Overschrijvings
Ordonnantie (staathlad 1834-27), yang telah dibubuhi catatan, bahwa hak
ecigendom yang bersangkutan dikonversi menjadi hak milik: atau

b. Grosse akta hak eigendom yang diterbitkan berdasarkan Overschrijvings
Ordonnantie sejak berlakunya UUPA sampai tanggal pendafiaran tanah
dilaksanakan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961;

c. Surat tanda bukti hak milik yang diterbitkan berdasarkan peraturan
swapraja yang bersangkutan; atau

d. Sertipikat hak milik yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri
Agraria Nomor 9 Tahun 1959; atau

€. Surat keputusan pemberian hak milik dari Pejabat yang berwenang, baik
sebelum ataupun sejak berlakunya UUPA, yang tidak disertai kewajiban
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untuk mendaftarkan hak yang diberikan, tetapi telah dipenuhi semua
kewajiban yang disebut di dalamnya; atau

akta pemindahan hak yang dibuat di bawah tangan yang dibubuhi tanda
kesaksian oleh Kepala Adat / Kepala Desa / Kelurahan yung dibuat
sebelum berlakunya peraturan pemerintah ini; atau

Akta pemindahan hak atas tanah yang dibuat oleh PPAT, vang tanahnya
belum dibukukan; atau

Akta lkrar wakaf / surat ikrar wakaf yang dibuat sebelum atau sejak mulai
dilaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977; atau

Risalah lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang yang berwenang, yang
tanahnya belum dibukukan; atau

Surat penunjukan atau pembelian kapling tanah pengganti tanah yang
diambil oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah; atau

Petok Pajak Bumi / Landrente, girik, pipil, ketitir, dan Verponding
Indonesia sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun
1961; atau

Surat Keterangan Riwayat Tanah yang permah dibuat oleh Kantor
Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan; atau

lain—lain bentuk alat pembuktian tlertulis dengan nama apapun juga
sebagaimana dimaksud dalam Pasal Il, Pasal VI, dan Pasal VII Ketentuan-
Ketentuan Konversi UUPA.

Dalam penjelasan PP No. 24 tahun 1997 Pasal 24 ayat (1) tersebut

dikemukakan, bahwa bukti pemilikan itu pada dasamya terdin atas buk
pemilikan atas nama pemecgang hak pada waktu berlakunya UUPA dan apabila
hak tersebut kemudian beralih, bukti peralihan hak berturut-turut sampai ke
tangan pemegang hak pada waktu dilakukan pembukuan hak yang bersangkutan.

Kebenaran alat-alat bukti di atas baik pendaftaran secara sistematik maupun

secara sporadik ditulis dalam suatu dafiar isian.

3. Pengumuman data fisik dan data yuridis

Daftar isian tersebut bersama-sama dengan peta bidang tanah yang

bersangkutan diumumkan selama 30 hari untuk pendaftaran tanah secara
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sistematik di Kantor Kepala Desa / Kelurahan dan Kantor Panitia Ajudikasi dan
60 hari untuk pendaftaran tanah secara sporadik di Kantor Kepala Desa /
Kelurahan dan Kantor Pertanahan. Jika dalam tenggang waktu pengumuman ada
pihak yang mengajukan keberatan mengenai data fisik dan data yuridis yang
diumumkan. keberatan tersebut diusahakan scgera diselesaikan secara
musyawarah mufakat. Mufakat yang terjadi dituangkan dalam Berta Acara
Penyelesaian Sengketa dan dilakukan perubahan-perubahan pada peta bidang
tanah dan atau dafiar isian sesuai mufakat tersebut, Bila gagal mencapai mufakat,
Ketua Panitia Ajudikasi atau Kepala Kantor Pertanahan memberitahukan secara
tertulis kepada pihak yang keberatan untuk mengajukan perselisihan tersebut ke
Pengadilan. Bila tenggang wakiu pengumuman telah berakhir, data fisik dan data
vuridis tersebut disahkan dengan Berita Acara Pengesahan oleh Ketua Panitia
Ajudikasi untuk pendafiaran tanah sistematik dan oleh Kepala Kantor Pertanahan
untuk pendaftaran tanah secara sporadik. Bagi data fisik atau data yuridis yang
kurang lengkap atau apabila masih ada pihak yang keberatan, pengesahan
dilakukan dengan catatan-catatan mengenai hal tersebut. Berita Acara Pengesahan
tersebut di atas selanjutnya dijadikan dasar untuk pembukuan hak atas tanah
dalam buku tanah, pengakuan hak atas tanah atas pemberian hak atas tanah.
4. Pembukuan hak atas tanah

Pembukuan hak di atas dilakukan berdasarkan alat bukti dan Berita Acara
Pengesahan dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Apabila data fisik dan data yuridisnya sudah lengkap dan tidak ada yang
disengketakan, dilakukan pembukuan dalam buku tanah;

b. Apabila data fisik atau data yuridisnya belum lengkap, dilakukan
pembukuannya dalam buku tanah dengan catatan mengenai hal-hal yang
belum lengkap. Catatan ini hapus apabila telah diserahkan tambahan alat
pembuktian yang diperlukan atau telah lewat waktu 5 tahun tanpa ada
vang mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai data yang dibukukan

c. Apabila data fisik dan atau data yuridisnya disengketakan tetapi tidak
diajukan gugatan ke Pengadilan, pembukuannya dilakukan dalam buku

tanah dengan catatan mengenai adanya sengketa tersebut dan kepada
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pihak yang berkeberatan diberitahukan oleh Ketua Panitia Ajudikasi /
Kepala Kantor Pertanahan secara tertulis untuk mengajukan gugatan ke
Pengadilan mengenai data yang disengketakan dalam waktu 60U (enam
puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sistematik dan 90 (scmbilan
puluh) hari dalam pendaftaran tanah sccara sporadik dihitung sejak
disampaikannya pemberitahuan tersebut;

d, Apabila data fisik atau data yuridisnya disengketakan dan diajukan
gugatan ke Pengadilan tetapi tidak ada perintah dan Pengadilan untuk
status quo dan tidak ada putusan penyitaan dan Pengadilan, dilakukan
pembukuannya dalam buku tanah dengan catatan mengenai adanya
sengketa tersebut dan hal-hal yang disengketakan;

e. Apabila data fisik atau data yuridisnya disengketakan dan diajukan ke
Pengadilan serta ada perintah dari Pengadilan untuk status quo atau
putusan penyitaan dari pengadilan, dibukukan dalam buku tanah dengan
mengosongkan nama pemegang haknya dan hal-hal lain yang
disengketakan serta mencatat di dalamnya sita atau perintah status quo
tersebut.

Setelah pembukuan hak dalam buku tanah selesai, dilakukan pembuatan
daftar nama dan pembuatan sertipikat. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 1997 bentuk sertipikat tidak dirinci secara jelas sebagaimana pada
Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961, hanya dijelaskan bahwa sertipikat
diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak yang bersangkutan sesuai dengan
data fisik dan data yuridis yang telah didaftar dalam buku tanah. Jadi dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, sertipikat hanya disyaratkan berisi
data yuridis dan data fisik yang telah didaftar dalam buku tanah, tidak ditetapkan
dengan bentuk tertentu (Harsono, 2003 : 503).
2.3.3 Pengertian Pemerintahan

Ada dua pengertian tentang pemerintahan, yaitu pemerintahan dalam arti

luas dan pemerintahan dalam arti sempit:
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. Pemerintahan dalam arti luas, menurut ajaran “Trias Politica” oleh

Montesquieu meliputi tiga kekuasaan yaitu:

a. Pembentukan Undang-Undang (legislatif)

b. Pelaksanaan (eksekutif)

¢. Peradilan (yudikatif)

Menurut Van Vollenhoven (Purbopranoto, 1981 : 41):

a. Membuat peraturan (regel-geven)

b. Pemerintah / pelaksana (bestuur)

¢. Peradilan (rechtspraak)

d. Polisi (politie)

Pemerintahan dalam arti sempit adalah eksekutif atau bestuur.

Pendapat yang ketiga dari A.M. Donner yang mengadakan pembagian

berdasarkan ilmu administrasi, pemerintahan dalam arti luas itu meliputi:

a. Badan-badan pemerintahan di pusat, yang menentukan haluan negara dan

b. Instansi-instansi yang melaksanakan keputusan badan-badan tersebut di
atas.

2. Pemerintahan dalam arti sempit, menurut Van Poelje adalah sebagai organ /
badan / alat perlengkapan negara yang diserahi pemerintahan (government /
bestuur). Dalam arti luas pemerintahan adalah sebagai fungsi yakni yang
meliputi keseluruhan tindakan, perbuatan dan keputusan oleh alat-alat
pemerintahan (bestuursorganen) untuk mencapai tujuan pemerintahan
(administration). Adapun yang dimaksud Pemerintah dalam pasal 19 ayat (1)
UUPA adalah Badan Pertanahan Nasional (BPN) (Purbopranoto, 1981 : 41).

2.33.1 Tujuan Pemerintahan (Negara)

Menurut Maurice Duverger dan Hans Kelsen tujuan pemerintahan tidak
hanya untuk melaksanakan undang-undang atau untuk merealisir kehendak negara
tetapi lebih luas dari itu, yaitu menyclenggarakan kepentingan umum
(Purbopranoto, 1981 : 41).

Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia adalah
negara hukum namun sebetulnya pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alenia
4 dan sila ke-5 telah menunjukkan bahwa Negara Republik Indonesia adalah
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negara hukum modern atau negara yang bertipe “welfare state” yaitu schagai

berikut:

4 Salah satu sila dari Pancasila sebagal dasar falsafah negara (sila ke lima)
adalah keadilan sosial. Ini berarti tujuan negara adalah menuju kepada
kesejahteraan para warga negara,

b. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 (Pembukaan, alenia ke empat) dikatakan
balwa tujuan pembentukan negara Indonesia adalah melindungi segenap
bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan
kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan
ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan
keadilan sosial. Dari sini lebih nyata lagi bahwa tujuan negara adalah
menscjahterakan masyarakat atas dasar keadilan sosial,

Dalam rangka mensejahterakan masyarakat, terjadilah hubungan hukum
yang crat antara Pemerintah dengan rakyatnya. Dengan perkataan lain Pemerintah
mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat (public
service), Dengan adanya fungsi “public service” berarti Pemerintah tidak hanya
melaksanakan peraturan perundangan saja (fungsi ecksekutif), akan tetapi juga
melaksanakan tujuan dari perundangan itu sendiri. Oleh karenanya Pemerintah
berhak untuk menciptakan kaidah hukum konkrit. yang dimaksudkan guna
mewujudkan tujuan peraturan perundangan yang dibuat oleh kekuasaan legislatif.
Fungsi inilah yang disebut fungsi administrasi negara. Sedangkan Pejabat yang
melaksanakan fungsi administrasi negara yang notabene dirangkap oleh aparat
Pemerintah disebut alat administrasi negara (Muchsan, 1981 : 34).

2.33.2 Perbuatan Pemerintahan

Perbuatan pemerintahan adalah segala tindakan dan kewenangan alat-alat
pemerintahan  untuk menjalankan tugas atau tujuan dengan menggunakan
wewenang khusus atau tertentu (Purbopranoto, 1981 : 42).

Beberapa unsur yang harus dipenuhi dalam suatu perbuatan pemerintahan

yaitu:
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a. perbuatan itu dilakukan oleh aparat Pemerintah baik dalam kedudukannya
sebagai Penguasa maupun sebagai alal perlengkapan pemerintahan
(Bestuursorgaanen) dengan prakarsa dan tanggung jawab sendiri;

b. perbuatan tersebut dilaksanakan dalam rangka menjalankan fungsi
pemerintahan;

c. perbuatan tersebut dimaksudkan scbagai sarana untuk menimbulkan akibat
hukum di bidang hukum administrasi;

d. perbuatan yang bersangkutan dilakukan dalam rangka pemeliharaan
kepentingan negara dan rakyat.

23.4 Pengertian Kewenangan

Kewenangan adalah apa yang dimaksud dengan “Kekuasaan Formal™
kekuasaan yang berasal dari kekuasaan legislatif (diberi oleh undang-undang atau
dari kekuasaan Eksekutif / Administratif) (Atmosudirdjo, 1988 : 76).

Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang. Wewenang adalah
kekuasaan untuk melakukan sesuatu tindak hukum publik, misalnya wewenang
menandatangani / menerbitkan surat-surat izin dari seorang Pejabat atas nama
Menteri, sedangkan kewenangan tetap berada di tangan Menteri.

Dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku mengandung makna
untuk keabsahan (dasar legalitas) dari setiap perbuatan pemerintahan yang
dilakukan oleh para Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, juga menunjukkan
bahwa hanya peraturan perundang-undangan yang berlaku sajalah yang
merupakan sumber lahimya wewenang pemerintahan yang dimiliki oleh para
Badan atau Pejabat Tata usaha Negara dalam negara ini. Kemungkinan-
kemungkinan untuk memperoleh wewenang pemerintahan itu dapat terjadi karena
atribusi dan delegasi (Indroharto, 1991 : 64).

Pada umumnya dua cara pokok dimana Badan atau Pejabat Tata Usaha
Negara itu memperoleh wewenang pemerintahan, yaitu dengan jalan atribusi dan
delegasi. Pada atribusi terjadi pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh
suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Sedang pada delegasi
terjadilah pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh Badan atau Pejabat

Tata Usaha Negara yang telah memperoleh suatu wewenang pemerintahan secara
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atributif kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara lainnva. Jadi suatu
delegasi itu selalu didahului oleh adanya suatu atribusi wewenang (Indroharto,
1991 : 64).

Pada atribusi terjadi pemberian suatu wewenang oleh suatu ketentuan
peraturan  perundang-undangan sedang pada delegasi terjadi pelimpahan atau
pemindahan suatu wewenang yang telah ada. Schaliknya pada mandat, di situ
tidak terjadi suatu pemberian wewenang baru maupun pelimpahan wewenang dari
Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yvang satu kepada vang lain. Dalam hal
mandat maka terjadi perubahan apa-apa mengenai wewenang yang telah ada.
Yang ada hanya suatu hubungan intern, misalnya antara Menteri dengan Dirjen
atau Irjennya, dimana Menteri (mandats) menugaskan Dirjen alau Sekjennya
(mandataris) untuk atas nama Menteri melakukan suatu tindakan hukum
mengambil dan mengeluarkan keputusan-keputusan Tata Usaha Negara tertentu
(Indroharto, 1991 : 65).
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VINIVERSTTAS JEMBRE

% LK UPT PERPRUSTAKAKK

BAB IV
PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah penyusun kemukakan di dalam bab-bab
terdahulu tentang pelaksanaan pensertipikatan tanah secara massal di Kabupaten
Jember, penyusun menyimpulkan sebagai berikut :
1. Dasar hukum penyelenggaraan pensertipikatan tanah secara massal di

Kabupaten Jember adalah

a. Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan
Dasar Pokok Agraria;

b. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendafiaran Tanah;

¢. Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997
tentang Ketentuan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997
tentang Pendaftaran Tanah;

d. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 189 Tahun 1981 tentang Proyek
Operasi Nasional Agraria (PRONA);

e. Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jember Nomor : 01
Tahun 2005 tentang Penunjukan Lokasi Kecamatan dan Desa / Kelurahan
Kegiatan Peningkatan Administrasi Pertanahan Tahun Anggaran 2005 di
Kabupaten Jember;

f. Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jember Nomor : 02
Tahun 2005 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Panitia Pemeriksaan /
Penelitian Tanah Kegiatan Peningkatan Administrasi Pertanahan Tahun
Anggaran 2005 di Kabupaten Jember.

Adapun alasan pemerintah menyelenggarakan pensertipikatan tanah
secara massal di Kabupaten Jember, karena masih banyak bidang-bidang
tanah yang belum disertipikatkan dan Untuk merealisasikan instruksi yang
ditcgaskan dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria.

2. Pelaksanaan pensertipikatan tanah di Kabupaten Jember sudah sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Negara

34
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Agraria / Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pelaksana Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah diantaranya
melalui tahapan-tahapan yang diantaranya penunjukan lokasi berdasarkan
keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jember Nomor 01 Tahun
2005 tentang penunjukan lokasi Kecamatan dan Desa / Kelurahan kegiatan
Peningkatan Administrasi Pertanahan Tahun Anggaran 2005 Kabupaten
Jember pembentukan panitia pemeriksaan atau penelitian tanah berdasarkan
keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jember Nomor (02 Tahun
2005 tentang penunjukan dan pengangkatan panitia pemeriksaan atau
penelitian tanah kegiatan Peningkatan Administrasi Pertanahan Tahun
Anggaran 2005 di Kabupaten Jember.

Saran

Diharapkan pelaksanaan pensertipikatan tanah secara massal ini dilaksanakan
secara rutin oleh Pemerintah, karena masih begitu banyak masyarakat
Kabupaten Jember yang belum mensertipikatkan tanahnya di Kantor
Pertanahan Kabupaten Jember.

Kepada masyarakat hendaklah lebih menyadari bahwa betapa pentingnya
sertipikat tanah, untuk itu diharapkan masyarakal mau membantu untuk
memperlancar penyelenggaraan pensertipikatan secara massal yang diadakan

melalui Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA).
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DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
igital NNIYEBBITAS IEMBER Jember
FAKULTAS HUKUM

JI. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Kotak Pos 9 Jember 68121
® (0331) 335462 - 330482 Fax. 330482

--------

Nomor © 417201251 1/PP.9/2006 Jember, 10 November 2006
Lampiran .
Perihal :KONSULTASI

Yth KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN
KABUPATEN JEMBER
di —
JEMBER

Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember bersama ini dengan hormat menghadapkan
kepada Saudara seorang mahasiswa

Nama INDRA AFANDI .
NIM 010710101078
Program S1 limu Hukum
Alamat J1. Sumatra 105 Jember

Keperluan Konsultasi tentang Masalah

TINJAUAN  YURIDIS PELAKSANAAN PENYERTIPIKATAN
TANAH SECARA MASAL DI KABUPATEN JEMBER

Sehubungan dengan hal tersebut diatas kami mohon bantuan secukupnya, karena hasil
dan konsultasi in digunakan untuk melengkapi bahan penyusunan Skripsi.
Atas bantuan dan kerjasama vang baik kami ucapkan tenmakasih.

l'embusan Kepada Yth
*  Ketus Bagian/Jurusan Hukum Tata Negara
*  Yang bersangkutan
*  Armsip
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MNomor
Sifar
Lampiran
Perihal

Tembusan : disampaikan kapada ¥th.

BADAN PERTANAHAN NASIONAL

KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN JEMBER
JI. KH. Siddiq No. 55 JEMBER Telp. (0331) 484644

Jember, 25 Januar 2007

200.353.4- 2% Kepada
Biusa Yth Sdr. Dekan Fakultas Hukum
- Universitas Jember Jalan
Konsultasi Kalimantan No, 37 Kampus
———————————— Tegal Bolo
Di
JEMBER

Memenuhi  surat  saudara Tanggal 10 November 2006 nomor
4172/0251.1/PP.9/2006 perihal tersebut pada pokok surat, bersama ini
diberitahukan bahwa Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember :

Mama CAINDRA AFANDI

NIM : 010710101078

Program  : S1- Ilmu Hukum

Alamat : 1. Sumatra 105 JEMBER

Telah melaksanakan konsultasi pada Kantor Pertanahan Kabupaten Jember
untuk penyusunan skripsi mulai tanggal 25 Maret 2006 s/d 25 Januari 2007
tentang masalah “TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN
PENYERTIPIKATAN TANAH SECARA MASAL DI KABUPATEN
JEMBER™,

Selanjutnyab guna evaluasi pada Kantor Pertanahan Kabupaten Jember, diminta
agar Saudara dapat menyerahkan skripsi tersebut sebanyak | (satu) eksemplar
kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jember

Demikian untuk menjadikan maklum,

AN, KEPALA KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN JEMBER

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jember (schapai laporan)
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BADAN PERTANAHAN NASIONAL

KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN JEMBER
JI. KH. Siddig Nomer 55 Jember, Telp. (0331) 484644

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN JEMBER

Nomor: O | /PAP /2005
TENTANG
PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMERIKSAAN | PENELITIAN TANAK KEGIATAN
PENINGRKATAN ADMINISTRASI PERTANAHAN
TAHUN ANGGARAN 2005 PADA KANTOR FERTA“'L'*LM{AN KJEHL[PATEN JEMBER

KEPALA KANTOR PERTANALAN KABUPATEN JEMBER

MEMBACA ~ © | Swai Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur
tanggal 22 Junii 2005 Nomor : 045.356295 tentang Peniyusunan Petunjuk Tekhnis
Pelnksanaan Kegiatan Penerbitan Sertipikat Prona dan P3HT Tahun Anggaran 2005,

MENIMBANG + 1. Bahwa untuk menunjang usaha Pemerintah dalam melaksanakan kegiatan di daerah
sebegaimand dimaksud dalam Keputusan Menteri Dalam Negen Nomor : 189 tahun
1981, Tentany Kegiatan Operasional Pertanahan, maka dipandang perlu menunjuk/
mengangkal Panitia Pemeriksaan / Penclitian tanah guna membantu kelancaran
Kegiatan Peningkatan Administrasi Pertanshan

2. Bahwa yang tereantum namanya dalam Lampiran Surat Keputusan ini dipandang
mampu dan cakap memeouhi syarat untuk ditunjuk dan diangkat dalam jabatan
tersebul dalum kegiatan sebagaimana dimaksud pada butir [,

MENGINGAT . | Undang-Undang Nomor S tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria
{Lembaran Negara Nomor 104 tahun 1960);

-

2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

3. Peraturan Menten Negura Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun
1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemenintah Nomor 24 Tahun 1997,

4 Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor | tahun 1989 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi dan Kantor
Pertanahan Kabupaten / Kotamadya;

5. Keputusan Menten dalam Negeri Nomor 189 tahun 1981 tentang Kegiatan Operasi
Masionai Pertanahan:

6. Surat Kepala Kentor Wilaysh Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur
tanggal 22 Juni 2005 Nomor : 045.35-6295 tentang Penyusunan Petunjuk Teknis
Pelaksanaan Kegiatan Penerbitan Sertipikat Prona dan P3HT Tahun Anggaran 2005,

7. Petunjuk Pelaksanaan DIPA Tahun Anggaran 2005 |

MEMUTUSKAN.....
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MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

PERTAMA ¢ Menunjuk dan mengangkal yang namanya schagaimana terschut dalam kolom 2 pada daftar
Lampiran Surat Keputusan ini, masing-masing selaku ketua dan anggota Panitia
pemeniksaan / penclitian fanah sebagaimana tercantum dalam kolom S,

KEDUA Pefaksana satuan tugas tersebut pada dikium pertama dalam periode tanggal 2 Januari 2005
sampai dengan tangeal 31 Desember 2005

KETIGA Segala biaya / dana yang diperlukan herhubungan dengan pelaksanaan Surat Keputusan ini
(ibebankan pada DIPA Tahun Anggaran 2005

KEEMIPAT - durt Keputusan it mulai berlaku sejak tangual 2 Januari 2008,

KELIMA Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan ditetapkan kemudian,

REENAM Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan

1.
2,
3,
4

5.

=

perhatkan sehagaimana mestinga

DITETAPKAN DI : JEMBER
PADA TANGGAL : (4 - ¢- 2005.-

A KANTOR PERTANAHAN
\BUPATEN JEMBER

) hR[ANTﬂ:JLd.Hum.

NIP. 010 164 211

TEMBUSAN disampaikan kepada Yih :

Sdr. Kepala Badan Pertanahan Nasional di JAKARTA

Sdr. Deputi Bidang Pengawasan Badan Pertanahan Nasional di JAKARTA

Sdr. Kepala Biro Keuangan Badan Pertanahan Nasional di JAKARTA

Sdr. Pumpinan Kegialan Peningkatan Administrasi Pertanahan |
di JAKARTA

Sdr. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur
di SURABAY A

Sdr. Pimpinan Kegiatan Peningkatan Administrasi Pertanahan Jawa Timur
di SURABAY A

Sdr. Gubermur Jawa Timur di SURABAY A

Sdr. Bupati Jember di JEMBER

Sdr. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di JEMBER

Sdr.-Satuan Tugas yang bersangkulan masing-masing untuk dikelahui
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Lampiran : Keputpsan Kepala Kamtor, Perjanahan Kabupaton Jomber
Tanggal — I 2005

Nomaor OH [PAP [2pb6

l.Desa s herloncgory

kecamatan - Jenggawah

Mo Nama WP ', Grolongan Jabatan dalam Panitia keterangan
| Pemeriksaan Tanah
lI - — - — —_—
A 2 I 5 b
I, | Adnan Supardjo, SH. (9197 129 1/ ketua merangkapAnggota
2. | Anis Suaidi, SH. MM. 010 151 748 1id Anggota
3. | Ir. Nohrowi G0 iea 212 | Id Anggola
4, | Slamet Effendi, SH. 010 102 722 b | Anggola
5. | Achmad lFauzi, S.505. (10 181 146 | 1 Sekretaris/Anpgota
6. | Kepala Desa Kerlonegoro Anggota
7. | Sekretans Desa Anggota
hertonegoro
. Desa | i Ka:'ang;m\'ar\;
Kecamatan . Ambuly
U - | =l %
No. Nama NP | Golongan | Jabatan dalam Panitia | Keterangan
| Pemenksaan Tanah
| = '
I 2 ] 1 5 6
I | Adnan Suparjo, SH | 010 197 129 1/ Ketua merangkapAngota
2. | Anis Suaidi, SH. MM {10 151 748 1/ Anggola
3. | Ir. Nahrow 010 164 212 11/d Anggola
4 | Slamel Effendi, SH. 010 102 722 [11/b Anggota
§, | Achmad Fauzi, SH. (10 181 146 'k Sekretaris/Anggola
6. | Kepala Desa Karanganyar Anggola
7. | Sekretaris Desa Anggola
| Karanganyar i g

3 Kelurahan . .ocovvies
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3. Kelurahan ;| Kepatthan

kecamatan  Kaliwales

Mo Noam N | Giotongan Jabatan dalam Pamina Keterangan
. s ' 1 Pemeriksaan Tanah | |
| o 3 4 5 |6
IT Adnan Supardje, SH ( 010 197 129 (111 | kelua merangkapAnggola
| 2| Anis Suaidi. SH.MM oISt e | mad Anggota |
3 | Ir Nahrowi o led212 LT Angoota '
4. | Slamet Effend:, S 010 102 722 I11/b Angeola
5. | Achmad Fauei, 5 505, OLOI8E 146 | Tl Sekretaris/Angpota
6. | Lurah Kepatihan Angpola
1| Sekretans Kelurshan Kepatthan i Anggota
4. Desa - Klompangan
hecamatan @ Ajung
i - 1 _.
Na. | Niama NP Golongan | Jabatan dalam Panitia | Keterangan
' Pemeriksaan Tanah
| i ) e - 4 5 b
[, Slamet Effendr, 511 010 102 722 [/ Ketua merangkapAnggots |
2| Agus Sni Budiyanto, SI 010 150 465 e | Anggola
3. | Anis Suaidi, SH. MM U 151 746 j 11 Anggola
4. | Ir. Nahrow 010 164 212 | 1HI/d Angpota
3. | Mardi Siswoyo, A Pinh, 750 001 208 e Sckretaris/Angeota |
6. | Kepala Desa Klompangan Angpota
| 1. | Sekretars Desa Klampangan Anggota
A KEPALA KANTOR PERTANATIAN

“ﬁm KABUPATEN JEMBE

i 'I'ial:i-ﬂﬁrianln. Siﬁmm.

NIp. 010 164 211
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BADAN PERTANAHAN NASIONAL

KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN JEMBER
J1 KL Shiddig, No. 55, Telp. 484644 Jember

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN JEMBER
Nomor : 02 / PAP /2005
TENTANG
PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN PENGELOLA, SATGAS DAN PELAKSANA
KEGIATAN PENINGKATAN ADMINISTRASI PERTANAHAN TAHUN ANGGARAN 2005
PADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN JEMBER

KEPALA KANTOR PERTANAIIAN KABUPATEN JEMBER

MEMBACA : I. Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Jawa

Fimur tanggar 22 Juni 2005 Nomor : 045.35-6295 tentang

Penyusunan Petunjuk Tekhnis Pelaksana  Kegiatan Penerbitan

Serfipikat Prona dan PINT Tahun Amnggaran 2003,
MENIMBANG : I. Bahwa untuk menunjang usaha Pemerintah dalam melaksanakan
kegiatan di dacrah sebagaimana dimaksud dalam Keputusan
Menteri Dalam Negeri Nomor : 189 tahun 1981 Tentang Kegiatan
Operasional Pertanahan, maka dipandang perlu
menunjuk/mengangkat Pengelola, Satgas dan Pelaksana Kegiatan
Peningkatan Administrasi Pertanahan Tahun 2005 |
MENGINGAT : I Undang-tUndang Nomor 5 fahun 1960 tentang Peraturan Dasar
Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Nomor 104 tabun 1960)

2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran
Tanah.

Ead

Peraturan Menteri Negara / Kepala Badan Pertanatan Nasional
Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan FCL'I'r-.'-?"lI‘lEEm Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997,
4. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor | Tahun
1989 tentang Ocganisasi dan Tata Kerja Kantor Wilavah Badan
Pertanahan Nasional Propinsi dan Kantor Pertanahan Kabupaten /
Kotamadya.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 189 tahun 1981 tentang
Kegiatan Operasi Nasional Pertanahan.
6. Sural Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi
! Jawa Timur Tanggal 22 Juni Nomor : 045.35-6295 tentang
Penyusunan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Penerbitan
sertipikat Prona dan PAHT Tahun Anggaran 2005,
I, Petunjuk Pelaksanaan DIPA Tahun Anggaran 2005,

MEMUTUSKAN. ... A
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MEMIUTIUSKAN

MENETAPKAN

PERTAMA Memmjuk dan mengangkat yamg namanya schagainiana tersebut datam kokom 2 pada daftar

Lampiran Surat Keputusan ini, masing-masing selakn 'engelola,Satuan Tugas (Satgas) dan

Pelaksana Kegiatan Peningkatan Administrasi Pertanahan Tahun 2005 schagaimana
tercantum dalam kolom 5.

KEDLUA Pengelola, Satwan tugas  dan Pelaksana tersehut pada diktum pertama bertugas dalam
perinde tanggal 2 Januari 2005 sampai dengan tanggal 31 Desember 2005,
KETIGA Segaly biaya / dana yang diperlukan berbubungan dengan pelaksanaan Surat Keputusan ini
dihebankan pada DIPA Talun Anggaran 2005
KEEMPAT Surat Keputusan mi mulai berlakn sejak tangeal 2 Januari 2005,
KELIMA Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan ditetapkan kemudian,
KEENAM Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliman dalam keputusan ini akan diadakan
perbaikan schagaimana mestinya
DITETAPKAN DI : JEMBER
PADA TANGGAL  : 24 Juni 2005
J)W:{:«.mm KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN JEMBITR
u"-"r.frrrr! .-
Ir.'l'.lAl-]l O ARIANTO.SH.M.Hum.
“NIP. 010 164 211
TEMBUSAN disampaikan kepada Yih -
I, Sdr. Kepala Badan Pertanahan Nasional di - JAKARTA
2. Sdr. Deputi Bidang Pengawasan Badan Pertanahan Nasional di - JAKARTA
3. Sdr. Kepala Biro Kenangan Badan Pertanahan Nasional i - JAKARTA
4, Sdr. Pimpinan Kegiatan Peningkatan Peningkatan Administrasi Pertanahan di - JAKARTA
5. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur di - SURABAYA
6. Sdr, Pimpinan Kegiatan Peningkatan Administeasi Pertanahan Jawa Timur di - SURABAY A
7. Sdr. Gubernur Jawa Timur di - SURABAYA
8. Sdr. Bupati Jember di - JEMBER

9. Sdr. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan dan Kas Negara di - JEMBER
10, Sdr. yang bersangkutan masing-masing untuk diketalui
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Lampiran
Tanggpal 24 - 6 - 2008,
Momaor : D27 PAPIONS,
No. | 4. Nenwm

1 . A

I, PENGELOLA :

| . NATIRCW]

2 AGHIS SUTTANDOKO

1| CARSO ALIDIAT, SI1. |

4 I SUTARTO, MU

s S I
5 SLAMET EFFENDI, SH
— e ———

0 AMIS SUATDL ST

II. | PELAKSANA :

[ SUPARNCG, SI1.

2 MAT JASAK

i WASIS SARDIONO. 511

4 MOTTAMMALDL SOEY AN ARIEFE, 8§51,

3 MARDI STSWOYO, A.Pinh.

6 TAUTFIK THDAY AT, 511,

T SANTOSD

] SUWALRDN

9 SURACHMAD RIYADI

1| DWIWAITY U ARI B, 5.5t

'} ABIDR CHUDORI, 8.5it.

12 GATOT SUYANTO. A Pinh,

13 ATNAN SUPARDIO. 511,

14| AGLIS SRI BUDIANTO. SI1.

15 | SLAMET EFFENDIL, 8H.

16 | SRIWAGIATI

17 ED MUSTAIRIL

18

| RIO SUMARDIANTO, SH.

OHI 16 212
Ta0 000 179

TA0 003 (A3

0160223 708

(02 722

M 151 746

00 197159
750000 177
50000 |84
750 005 194
750001 298
TE0.000 175
nIn 158 025
oI Led 200
D0 106 932
7500004 D56

[ 750000 185

750 000 174
010 197 129
010 150 465
010 102 722
010 135 603
750 001 458
010 157236

: IKepitusan Kepaia Kantor Pertanahan K abupaten Jember,

| Pan glﬂl j Jahatan
4 - 5
114 Penangaung Jawab
i Bendaharn
14 Satuan Tugas Kegiatan
Penyuluhan, Pendataan
Bidang dan Pemerksaan:
Status Tanah PRONA
Pertamahan
[V /a Satuan Tugns Kegiatan
Penwikuran dan Pemetasn
Kadnsteral serta
Pembuatan Sertipikat
Tanah PRONA Pertanahan
11 /b Satunn Tugas Kegiatan
Penyuluhan, Pendataan
Rida ng dan_Pemerksan
“Statis T Tanah P3HT
Al Satuan Tugas Kegiatan
P'engukuran dan Pemetaan
Kadastera| seria
Pembuatan Sertipikal
Tanah PIHT
e Stal Pelaksana
la Stafl Pelaksana
1/ Stal Pelaksana
11/n stal Pelaksana
e Staf Pelaksana
1 Staf Pelaksana
e Stal Pelaksana
11D Sal Pelaksana
e Staf Pelaksana
1171 Stafl Pelaksana
| 17D Staf Pelaksana
RIS Stal Pelaksana
11k Stal Pelaksana
11lVe Staf Pelaksana
1k Staf Pelaksana
' 1/ Stal Pelaksana
| I4d Staf Pelaksana
| Ve Staf Pelaksana

j KEPALA KANTOR PERTAN H.-’\N

KABUPATEN JEMBE

—fouf

Ir. Th\")

O ARIANTO, SH, M. Hum.

TNIP, 010 164 211
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15 PRRINTALL K ABUFATEN JEMBER
: @ UECAMATAN SFRNGGAWAL
o) gt B BESA WERTONEGORD

UL e A S SR AR B T S R, R S T M T e M T R B R

TR el S RO SR T v vl TR

SURAT KETERANCGAN PENDUDUXK
Mowmer : 788 /435.554.07/2005

Yung bertanua tongay dibawalh mi Xepals Desa Kertonegoro, Kecamatan

qmaugviah, Kabupaten Jumber,

fencranpgkan dengan cebenzmya balnva

il dinias.

serpunaki sebapaimanyg mesthinyi.

Noama AMohammad Fod @L@_)ﬁ mar ,.«_5 H 'apﬂ/‘
Ak 3 /t. e’ 4 ’

Jenis Kelamin

Tempat Tl Laiir
Wargunegara
A
1'*.‘-50..'[:'[5{'1!]

Status Perkavwinim
Adanrat

e 4 oA i
Jo LN el

Qrang tersebul betul Pandudut idesy Werlonensrn ang berdomisili pada

Demikian  Surat Keterangan L kamt best doopan gebenaimys dnnn unink

PO S B E
ieilimeauae

“HAAKMAD DARDA'T

L rum e —
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i

AKTA JUAL BELI

o B LT reresenr 'F"'-:*'?ﬂf;‘f‘.ﬁ‘-'m?l /f 2003

Lembar PertamalKedua

( Tun pulvh aaty )

bulan Juli tahun 2005 ( Thia ritw tics

Pada hari ini, Tandn tanggal 4,

hadir dinadapan saya DOKTERHANDUS HAJI ARDUL A?.IS, MsS1e, &

yang terdasarkan surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan-Nasional

Propiasi Jawa Timur langgal 17=1-2002 nomor 8K,2.3% Th 2002

disngkar/ditunjuk  schagai  Pejubat  Pembuat  Akta  Tanah, yang. selanjutnya

disebut PYAT, yang dimaksud  dalam F"'lE-i:Il 7 Peraturan Pemerintah Nomor 24

Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanﬂqb *"d_eng.m dacrah kerja Kegamatan

Jengzawah dan I:nuk:mmr d: gnﬁm‘gh : =
S ""‘ff' dengan dinadiri oleh

R
saksi-salisi yang saya Lcmt dmtﬁe[-:an“'ﬂ!}g;bul pada bagian akhir akta ini:---—-
L6 .4;. ed

I, Roma 1 DULK;&RII-I,*,IT;?_E:-T{} f0 Tahun, Warga Negara 1 Indoneuda ,
Pekerfaan' ﬁ. :Tani; tat 1 Dusun Kertonegoro, Dess Kertgnggg_
T, ‘Ce_uanﬂt,un Je &f.:nw':h Enbupaten Jemher,

Mk
Bﬁr“nﬂal{ﬁu dan atas neme luasa warls darl almarhum PAK

P:ﬂjl[& alam hal ini sebagal penjuel. Selanjuinya dise
bn b o PIHAK PERTAMA W |

".5
II -}ﬁ: JOHAMHMAD TPARLI ROMMAN DIF HAJT SOFYANW, Umur ¢ 47 Tahun
Fq}_r;g}‘:- junn t Wrpuwnota, Alamat ¥ Dusun Ker..onemm, Desa Fer=-
tore mro, Keeamatan Jenpmawah, Kabupaten Jember,
Bertindnk untule dan atas namanya sendirl. Palam hal inil reba®
zal pembeii. Selanjutnya Aischut ascbagal " PIHAK KEDUA " .

o me s ome e
- = g =

....-n..—...--..------_—-- -

——.-._‘

-

Hadmman | durd 7

Al e Fugel dreh
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Para penghadap dlhclml oleh saya/Penghadap tersebut diatas.
saya kenal dan yang lain diperkenalkan olehnya

kepada saya/Parn penghadap diperkenalkan kepada saya oleh saksi pengenal

yang akan disebutkan pada akhir akta inl—-=----sm==-m- --- -

Pihak Psrtama menerangkan dengan ini menjual kepada Pihak Kedua dan

i
Pihak Kedua menerangkan dengan ini membeli dari Pihak Pertama : s---——----

= Hax Milik/Hak Guna Usaha/Hak Guna Rangunan/Hak Pakaj ¢ -=earmmsnacsessssses
MNamor atas schidang tanah sebagaimand

diuraikan dalam Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal
Nuinor seluis 2.690 m? ( Dua ribu enam --

ratus serbilan puluh ,-———=— meter persegi ) dengan

Noror Identifikasi Bidang Tanah ( NIB )

+  Har Milik/Hak Guna Usaha/Hak Guna Eangpgaanak T I

atas sebagian tanah H:Lk Nh,l;icﬁ{;k Guna Usaha/Hak Guna
Bangunan/Hak Pakai Ncmmr j :";' ‘r dengan
Nomor Identifikasi Biddhg, 'T‘nrmh LN 3@%’
yaiiu sr:!uﬂ:‘kur“:ng ]cbih-:\é'\‘ %‘-!'*}»{.-f he (
poics BN AAS-DALAS ! —eee—emssemazemasasmes
H"_: %J& \.-. ﬂf;lclaégg;r cpi ), dengan batas-batas .
2
m_\
sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur/peta tanggal
Momor yang dilampirkan pada akea i, —-mmemimammesems e
. Hak Milik atas schidang tanal U helcyasan e
Persil Nomor %12 Blok D I Kohic Nomor 1265
seluas kurang lebib 1.330 w? ( Seribu tiga ratus tifa puluh
 micler persegi ), dengan batas-batas 1 -s=sem-reermm st sEEE
Utara 1 J1, Denn
Timur t D; Arki / H, Dakrl
Salatan 1 D, Miftah
Burst 1 D, Hadik
k|

Alas Sad Al Malaman | dari T |
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sebagaimana diuraikan dalam peta tanggal

Nomor yang dilampirkan pada akta ini. ==-s-=--ss=sseee
perdasarkan alat-dlat bukti berupa & —=--m--msssmmrmrmococ oo s s n e eee e e s aaaas

e Huk Milik Atns Satuan Rumall SUSHN § —ocmemmmmmse s oo e
NMomor

B e e e e e e e M e e S e e
- Propinsi ! Jawa Timur

- Kabupaten/Kotn ' Jambe

- Kecamatan ¢ Jengmawah,

- Desu/Kelurahan - Kertmgg.,—,;-}.

- Jalan

"-‘*
IV

tanah i*:i:\»s-t::t::?r a‘g oF o

semua yang diuraikan di atas dalam akta ini disebut "Obyek Jual

Pikak Pertama dan Pihak Kedua menerangkan Bahwi @ ---ocecememeemmmmmammommmnoomassones

4, dual beli ini dilakukan dengan harga

b, Pihak Pertama mengaku telah menerima sepenuhnya uang tersebut di atas

dari Pihak kedua dan untuk penerimaan uang tersebut -akta ini berlaku

pula sebagai tanda penerimaan }rnng sah ( kuitansi ), -=-==---=¢

b Juid Aeti | 5 Halman d dari 7
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I
X
|
|

Jual teli ini dilakukan dzngan syarat-syarat scbagai berikut : - -

----------------------------------------- Pasal 1 -==-- e
Mulai hari ini obyek jual beli yang diuraikan dalam akta ini telah menjadl
anilile Tihak Kedua dan karcnanya segala keuntungan yang didapat dari,

don  segata  kerugian/beban dtas abyck jual beli tersebut diatas menjadi

hak/deban Pihak Kedun, ss-memessmsormssmmmmmssossmsasmanmmmnses - -

Pasal 2 -——-esesrremsmsmmmermsresemeeesasmemeesan

Pinak Pertami menjamin, bahwa obyek jual beli tersebut di atas tidak
tersangkut dalam suaty sengketin, bebas duri sitaan, tidak terikat sebagai
jaminan untuk scsuald utang yang tidak tercatat dalam sertipikat, dan

hebos dari beban-beban lainnyn yang berupa apapun, —ss----ssssmsmmasesssmmsrmmeress

Kedaf® dengan ini  menyatakan bahwa dengan jual beli 1ni

e i ' aE : i
F@m%—un tanahnya  tidek melebibi ketentuan maksimum  penguasaan

Lok menurul ketentuan perupdang-undangan yang berlaku sebagaimana

tercantun dalam pernyatinngti g

I, » - s T e T e e

falam hal terdapat perbedann luas tanih yang menjadi obyek jual beli
dulam akii int dengan hasil peagukuran oleh instansi Badan Pertanahan
Nisional, maka para pihak akan menerima hasil pengukuran instansi
Badun Pertanaban Nasional tersebut dengan tidak memperhitungkan

kembali harga jual beli dan tidak akan saling mengadakan gugatan.

-------------------------------------- Pasal e g e e A e SRR RS

At dvvaal Hefi HNalamas 8 dar T
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-------------------------------------- [F T [ A

Kedua belah pihak dalam hal ini dengan segala akibatnya memilih tempat

vediaman hukum yang umum dan tidak berubah pada Kantor Panitera

Pengadilan Negeri Jember

---------------------------------------- Pa 'i:i! E M (o

f,". £ “f}

\
[Pt

Binva pembyatan akti ini.- u.mg sakig:a%cgatn biaya peralihan hak ini

dibayar oleh Pihalk IT.: <, rf V%
Akhirnya hadir, Jug't :11 Jm;nc{a‘phgﬁas dengan dihadiri oleh saksi-saksi
yang sama chn a.LJn nhwe@ufﬁ:;n%gl@ h:r D LT R

o 41
1, Ha 31- fil rﬂ&'i lepala Desa Kertonegoro

rl. E \" w"
2.“{)"1.&&:1: ;i ¥ Keuangoan Pesa Kertonepgoro
“Hy = -

._" a"l-‘“

i,
b %

yang miencrangkan teluh mengetahui  apa yang diuraikan di atas dan

menyetujui jual beli dalam akla it I ekt -~ ;
Demikianlah akta ini dibuat dihadapan para AT L g i e

Al Juigh Aeli
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sebagai saksi-saksi, dan setelah dibacakan seria dijelaskan, maka sebagai
bukii kebenaran pernyataan Yyang dikemukakan oleh Pihak P:rm;na dan Pihak
Kedua tersebut di atas, akta ini ditandatanganifcap ibu jari . oleh Pihak
Pertama, Pihak Kedua, para saksi dan sayd. PPAT. scbanyak 2 (dua) rangkap
asli, yaity | ( satu) rangkap lembar pertama disimpan di kantor saya, dan |
( satu ) tangkap lembar Ledua disampaikan kepada Kepala Kantor Pertanahan
K abipaten/Kata Jember.

untuk keperluan pendaftaran peralihan hak akibat jual beli dalam akta inl. -—==—==em=

Pihak Pertama Pihak Kedua

2 METERAI
; TEMPEL
it .'._'i % “,
%mu miz A ,,/)—L—_‘

DULKARTY WMOHAMMAD FADLI ROHMAN BIN H. S0F:

PersetujUan .ol

91 buat Akta Tanah
JENGGAWAH

Halamum 780

y

Akt Jusl Beli
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L', i [
/ PEMERINTAH KABU PATEN JENBER
KECAMATAN JENGGAWAH

"SURAT KETERANGAN

Mo

Berdasarkan Peraturan MENTERI PERTANIAN dan AGRARIA

vang bertanda tangan dibawah inl Kepala Desa KERTONECORQ Kecamatan Jenggawah
jpaten / Kotamadya Jember bersama inl menerangkan bahwa ,

tanah yang diuraikan dalarn Surat Kelatapan pajak Hasil Bumi (SPPT)

MG b o et s timmass i
persil No. /2 | Biok D/ Kohir/Kekitir No. luasnya lebih kurang /-330n¢
( SER/IBY TvedA R&47US T/ G O CLULE meter persegi), NJOP per meter -
Rp. 288 PPT atas nama P RAUT ... terlstak diDOSA e - GORO

 Kecamatan Jenggawah Kabupaten/Kotamadya Jember adalah

berbatas sebelah :
Utara < JC - DESA -
Timur  : D - z.l,ce;cr'/ﬁf Bark)
Selatan 1 D). MILTAH
‘Barat : [ - H40/K

{anah tersebut adalah tanah F

berdasarkan data yang ada (dalamn’
adalah kepunyaan : %ﬂ'

i
Nama '

H1ﬂmﬂt -4464‘51".15:(1#{[

Warga Negara : Qs H )

pada saat ini sedang dalam penguasaanfpﬁnggarapan : )

Nama « O A0 ROHALALY RBIY H - SOF YA
Alamal : KERTOIYEGT RO

Warga Negara L INAON ES74

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya,

— T T

Tanggal :  21-7-2003 I{,.‘r’,;:;:?;,»jgg@.‘gv ., tzhagal . 2003
Nomor : 435/3@/2003 fral ———\igg | Kepala Dese.
(=
|\
T :
N 144 LARRA L)
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SURAT PERNYATAAN = 0
TANAH TIDAK DALAM SENGKETA

el s s st

Yang bertanda tangan dibawah ini kami :

| ﬂUﬁﬁﬂfﬂ"’f
60 ..... A S Tahun

1saan : Indonesia

ian . 7"}_5!,:?’./ ..............................................................................................................................................................

al : Dusun/Lingkungan : ECE-G}’U!VEGCJRG .............................. BN e TR AL s ot
Desa/Kelurahan ! "CE‘Q?U"VE G[}'ﬁad
Kecamatan J‘f"’y c64 '{d‘d#

Kabupaten/Kodya : \76"{"‘*&5&
.fCC/’-df-daJ-dﬂJf

1al ini bertindak untuk dan atas nama -

Dengan ini kami menyatakan dengan sebenarnya bahwa Tanah Sewah / Darat, tarsabut latter C /

SR NGt L ) Persil No. ... vf‘z 'ﬂ*’ 5
Juruhnya ;... 699 . ,f-.. " 3 5 'U rﬁ’.

batas-batas sbb. :

...........................................................................................

Ketamatan Jenggawah - Jembar

2 %ﬁ -Benar tidak dalam sengketa, dan apabila dikemudian hari
ERSENGKETAAN, makqﬁgﬁ‘l allggung jawab serta bersedia untuk dihadapkan ke Pengadilan.

Demikian pernyalaan ini kam! buat dengan sebenarnya.

Jq\Ldarl disaksikan oleh kami
Kepala Desa,
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Yan! bertendn tansou dibavmh in1 Teand 8

1« Y. Binetun, Ymur 3 65 Telmn, Alamt 1 Deps Eartonegoro
2, Mupsimah , Umr t 39 “nhun, Alamt 1 Toon Fortormoro

~ Adpla’ parn ohli iprdo dard olemriun Pe Pancot Hoaotar po-
mili’: otas tnne¥ naimiannan Yonn serlotelr di Dega Fartonn-
e, fooanatan Jarnseunli, Sntuonten Jombers
- Thtd Padslr O lorpr 3 12656 Peril s 812 Qams DI Iue
no v 1 2.000 2. atas noma P. Pancot lootar,
- Dpncen 4And rmeebard Mgan sepomingo hopodla 8
~ Bnicy 4 TLIT e, tawss 1 o0 fabuus, 4lacab 3 fertonop1o
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G} GAMBAR STUASI TAHAH | o
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AT_._JJ.L.: DefA ]F::v
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DATA - DATA TANAN &

Petol € No 1 Parsil + 4/ Klas ¢ D !@3;‘15 521 t 2+ &0 M.
TRz dipeeah @ |+ 3250 M.
403 ;| 360 w2,
UKURAN TANAN 1 S
weig p—— Dok : 69,7 M
BATAS .— BATAS
¢ JL- DEsa
p. arkd H - BAKRY
SELATAN o e BUETRRL. LB
BARAT , D HADIK
Kertorapolo, - 2095

Pamillll Tanah

HETAHUL 1
DESA ¥EETONECORD

MAD DAZDA'I,
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@ FEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN JENGGAWAH VJU-H el
. 21

Digital Repository Universitas Jember .

24

DESA: _.. AZNEID.. i

I PENJUAL ; PRMGHIBAH ( PEWARIS I, PEM :
UmuriKbngs : & © Th [ \WINIE/ VINA ) el ebangs: | e THY WNA )
Pekerjaan 7MY il . Pekerjaan . SAsT4
Alamat ' Dusun AERITOTEEORD . .. Alamat . pusun [CERTONGRORC

RT Desa NEZTONECORS RT, ...... Desa A1 GORD

Kee. IKab. S\JCIGEA WAS —~JEHSER Kee. / Kab JEA’MWW

Bertindak uniuk dan atas nama . /":
SELANJUTNYA DISEBUT PIHAK RE | (SATU)

L.

Terulis mias nama |
Tgl. Mo, Sediflkal 0. o .

G’d r"’:"r : QJ“T R j': Bertindak unliuk dan alas nama :
SELANJUTNYA DISEBUT PIHAK KE Il (DUA)

ATA 1 ST NAH YANG DIPINDAHKAN v DATA/STATUS TANAH YANG DIPINDAHKAN
LANUT AAU7aR Luas yang dipindahkan : .. /=380 @

sisa : /1360 . . M, dengan batas-balas

Pelok C No /les F‘u.r:-,.-i.ré:&. "-"V-z Ltara J( .{?E.I'.d. Ll ma et o
SPPT No. 0569 2o Klas ﬂf Liuas Timwir ﬂ 1 AM{/}K‘&E{H_‘_

Seluruhnys -"2‘.590 . N7, Balas-balas |
Ulara VE o AEsa

Tirmur

Selalan ; -D /Iﬂr_r._«:#

Baral

N MITAY
G, AR/

- Hagis B

No ALAMAT HUBUNGAN KELUARGA
1
: |
3

Wi, HARGA JUAL BELlI TANAH DiBaYAR LUNAS / TIDAK LUNAS 7 - I - SlsaRD

Vil

Pihak Penjual / Pewars / Penghiceh, menyatakan lanal 1arseiul iidak dalam sengketajaminan Bank alau pihak

ke W (tiga) / jarminan kredil dan lidak da'am penggadaian orang lain, dan sepakal diserahkan pada tanggal

VIl SAKS-SAKS| PEMUATAN DATA TANAH DAN MILJTF-LE.l TERSEBUT DIATAS : ( PERANGHKAT DESA )

1. {Stawis perangkat
2 (Stalus perangkal .. AR e ;
ST GERE gl
benarkan oleh
hin Snieed Plhak ke I { dua )
i (0

Yom g (AOH .;.:x:'dcf' ROHAAY
ALy - M SOEYar

B
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Jounggawally vl
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ot ki

Sch. Kepala Dudun Pertanalsm

e . Lt 1 e

Prisppaikan dengan harnn

SURAT PENGANTAR i
K atssparten Dutd, 11 lember
- s JERIBER
or." ‘e U R aADAR s knyi B clersingin
ARTA | SoMCi beal f;"-"b'm'?:“‘p{"‘m*ﬁ%ﬁ”‘ | hirkes

Atos Nopg: HOHAMAD FADLL nOMAAN BTH HiJl

A pmnt H
muaggal 0 2V =T - 2003
v 435 [Igw/ 2003

Kerrtonegore

Hamor

OFTAR

Yang terimu.

stk imenjodikan peribsa daa
muhon wnfuk penyaicsi
Sertilikul,

,;:-‘ n Jonggiwak,

;

7L ARIS MSL
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=
"/,BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN JEMBER

RISALAM PENELITIAN DATA YURIDIS

)
b %?% ..................................
121 daltar di Pengadi I M ; ngnnl .............. M, A el

Peshafian., . Bia yang MMeocnf .' ehih ol Lu) arang, ehingga ruang in: tidak muat dapat disenal lampiran

DAN
PENETAPAN BATAS
Dusadbzelarahiy FKERTONEGORO
NIB. N I et S W
I, IDENTIFIKASI BIDANG TANAH DAN YANG BERKEPENTINGAN :
1. | BIDANG TANAH 1
| LETAK TANAH _ g
Taltm B SN v i R e b s e L S
2. | YANG BERKEPENTINGAN
MNam M Fadli Pohman gin K- Coryon Perorangan / Bedan-Hulkum-*}
KTPR/ NOPEN {[-‘L:rt:-rzmgnn] e Tgl. Lahir : b s O e
Pekerjoan ¢ WifRatwasta % ......................
Tempat Tinggal ; Den, Festonetono, 61 Cf g’ﬁw%"?@r Sa :.Fgumquh
Badan Flukum  : Badon Hukum/Peme '%Jﬁﬂi@ﬁ@ﬂ" .&i;lhﬂﬁm[ﬂbﬂ\f &
Wl ’f"u Lk 'n,
Akta Pendivitm: tiMou - oo inin 3

QQ e )

PT‘R‘JF"I UJUAN BATAS HID;‘\ NG ]"ALNAH

MNama Tet 1n;5:,ap_~,_=mg FunderE-l-gﬂn Fcrffntujua'n
Betkepentingas a ']'mangga}"l
?\.;;' : 7’ /fl_. deda - R Utara < _.- JC’C“‘H“-_""?_,J-""

/ P it il Timur il
S , Sclatan il

i

2

; ¥ i
P M Btr'u ; CLL
WAVY: 7R 7 ¢ S— L #heen ,}bmlj '

I Cneaf vann lidak sesudl A
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1I. DATA TENTANG PEMILIKAN DAN PENGUAS!LAN_ HAK ATAS 'I;ANAH

A PEMILIKAN / PENGUASAAN TANAH

1. iﬁuku -bulti Pernilikan / Pengusaan

1~=‘i.''l:{]:n-l-m-t—-..l:l.fﬁ_’i1*‘1r~I~.|T.Ja"[I’GB / AP/ HPL *)
ALAS 14D coviborrarasatssssntaninios g L T
Sertipikat @ avs / Tidak Ada *) R
{@Warisun b, Ponpet Aeeclor
Nama Pewaris @ 0w/ Earen € (3 a0y J
Meningzal Thn @ (gso “
Surat Wasiau Ada*)0O "J ‘dak Ada "V O  Keterangan Waris **%) @~
IhnIﬁPJ.m_L_wL\rIEI_!h " Nama Pember “Tibah
Dilakukan dengan : Sorat-dibawah tangaa / Akta PPAT /Lisa. *) *"*}
Tanggal : —_h ...... o No-Akta PPAT : .
| (Bila dilakukan secara lissm_buml-_am Surat Pernyutaan **T]T__'\\'_\‘\_
(Ei)_!’_cmbeliﬂn : =" .
Dilakukan dengan : Suratdi-b: 1w~1i1-1'1m_.,an—f’Kw1tanw&'ﬁa
Tanggal ; & z’."'r".‘i.,.”?‘?fi?’?. fﬁ&{-ﬁ.ktgf AT : 127, r”u’ ¢ gacwok L"‘m-’
Wama PPAT : 4% ..‘\Q’ quﬁ Sy, @
elelangan - Risalah Lc]:mg,** R 1L"I':;thufl".ca Tanggal :
Tenipat dan Namiu Kanior Laﬁ);ﬁg ?{?\ b;&i :“bw _‘
[..Putusan Pemberian an%f‘ﬂ‘ ‘%M ' .
Jabatan Pejabat Yoy mﬂ'El
Surat I‘\L}TJLI[LI@H"’:J_* N Tangpal :
I"Lrwarﬁhnn}n i *-.1 L'F'J,ﬁ'l DI]‘.IL \L.Lt\ Belum Dipenuhi O
g. Perwakalan SRt (penget muj““} lkrar Wakaf **)  No.:
Tanggal
Windzir
T Lain - hain, seoutkan © ey Tl L ==
2. | Bukti Perpajaxan : ._;__.-_ ___ gl
a. Petok D / Letter C, Girik, Kitir : Kanlor yang mencrbitkan
Pajak Hasil Bumi **} . Tahun/ Tanggal : 1|
b. Verponding / Verpording Indonesia Kantor yang menerbitkan : PoB Bembes |
| Tahun / Tunggal
EYHERAFPBRISPPT ++2*) ‘ ‘
dl. Lain-lain : Sebutkan '
l bukti dilimpirkan ‘ J

Y Corel yang ek ada
"} Bukill Terampir

%) Sural Parmyalagn / Kefwanga Terlampir
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Kenyataan Penguasaan dan Pengguenaan Tanah

a. Pada tahun 1960 dicnmsaiiaimniltic oloh .or.. 4 oGk, TMfar

b. Benkul.nya pada takun ...879. ... olch dv"‘t‘“"’“e‘rfﬁmmﬂ? ) ......
Diperoleh dengan cura m’{m’lm ..... ek . (Bl MoRnan 8rh I fof7on
gﬂfﬂ' pFomdaleon

¢ Penggunaﬂ&' Tanah : Sawah (1 LadangO KebunO Kolam lkanO Perumahan &-{
Industril  Perkebunan O  Dikelola Pengembang O |
Lapangan UmumO Pengembangan Ternak O DibiarkanD

Bangunan diatas Tanah

a, Jenisnya Rumah Hunian @ Gudang 0 Kantor O TokoD
Rumah Ibadah O Pagar O Bengkei O:
b. Tidak ada bangunan : O '

Status Tanah N Uraian
a. Tanah dengan Hak Adat * | Halk Milik Adat Hak GogolO Hak SanggahD
Perorangan Hal: Yasan B
Hak Anggaduh O ]-Ia_li Pekulen ] Hak '{ﬂmuwimﬂ
b. Tanah Negara HPL : Pemda Prquupzichﬂhmud}m *)
n

E:kuasm D:@a& %;\ |
ikuasajgepdraP m-uj‘

uf, 1%1
- mﬁna& ’L;%“ab
¢. Tanah bagi Kepentingan U u; B, Tajeh h Ktburar O Tanal Panggan O
b N
:\ '3‘ .*Fésar anah Lapang I:I .
(r ‘}ﬂ‘{:\ W Ti&mlh Kas Desa O '
.w e

e *rp
d. Lain-lain, sebutkan f} '*“1? ‘:4}
LU

i

B Ny
Beban-beban atas fﬁgﬁh F
/

-~

Y

Bangunan i’»’.epﬂ.mmg’m Lmum dan Sosial (kalau ada urutan)

I

% o 2

Sengketa atas Tanuah

a. Sedang daiam Zenglieta (kalau ada uraian)

b. Tidak Ada Sengketa @7

*) Corel yang ldsk periy
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a1

. B [ YANG MENGUMPULKAN DATA**%) Mengeiahui : |
YANG BERKEPENTINGAN/ 1

"SUPARNO, SH f:s_\}j i WAKILNYA |
NIF, 070 187 128 A__ . |
1 ‘ ':':R., ../-'-’--.- . [
MAT JASA, K SE6E E//:'ri.-ﬁ_... LﬁggAD

HIP, 750 000 177 e

. KESIMPULAN SATCAS YURIDIS / KlEi’.-"‘-.LJ'\ PENGUKURAN DAN
PENDAFTARAN TANAH / PANITIA “A" *3
Berdasarkan pada peniliaian atas fakta dan data yang telah dikumpulkan, maka

1 Dengan ini disimpulkan bahwa :
1. | Pemilik yang menguasi tanah adalah : Mohammad Fadli Bohman Gin H. feeyon

2. | Status mnuhn}f.‘[ adalali -

. Tanah Hak Milik O HGE O Iak Pukaj O

b. Bekas Tanah Adat Perorangand HMAO Gogol tetapO Pekulen O AndarbeniO

¢. Tanah Negara : Dikcasal langsung oleh negaral) BUMNO Instansi PemerintahD
Pemda Tk 10O Badan E}tm'i:aﬂ Desa / Kelurahan O

d. Lain-lain scbutkan : fekov Har Yaron ‘C(

Kepada }rang mummpﬂtn yaitu f.*":.f?,‘?*."...‘i‘.i’:‘”f Dap %ﬂ:—dﬂ?ﬂ—'& diusulkan
:'l:-\}.,

3. | Pembebasan atas tanzh S‘%anFT r;imgl.m'.l,ap IfI Tidak diagunkan o
4. | Alat bukti yang :hayuk rnu"’ L?n;!l{ﬂff&(""l’jdﬂ]\ Lengkap O Tidak ada O
Demikian l\csm:pu[ '%i" % data yuridis dan penetapan batas atas bidang

tanah dengan ;

NIB @ 3

Dibuat di D mpmban
Tanggal : : .
Pomop v gonite el
eh P Panilia Peaguocesn- Hak
1 utoplo a4
KETUA i e, (U et s
Selpor  Noptpalae 00l Wt
ANGGOTA-ANGGOTA 1. Adnen,, Suparoso,ed
2, Ang Seoudt  eHmm, ¢
1 Ir Rahrewy {
s Slosst Egpendi oA
5 __/si_‘_f,fmt q :
e fﬁﬁff/ﬂ}h

,fat:hrrcn:f = TR N o

' Corel yang lidak pasly
) Unfuk Sistimalie aleh Salyss Yundis
Uniuk Sporadik clzh Kepala Seksi Pengueuran dan Pendallaran Tanah / Panifia *A®
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IV SANGGAHAN/KERERATAN

I. Uraian sengketa / sangpehan
a. Terdapat sengketa / sanggahan mzngeﬂﬂi batas / kepemilikan *) tanah antara

o SHIENY oy o sy i ik A 4 p S T S G
b. S::Eumn pengumuman ada / ljdak ada *) yang nmnyﬂnggnh
¢. Nama Penyanggah ; . ey e L
Alamat ........... EERR e

€ AlABAN POOPUOBBAI S «ovvrrsonnisiarnrmssssnsiasissrisdibiosis i
Beserts sural boktingm i i e srress S i e U

| (e dan d diisi bila ada vang menyaaggah )

2. Penyelesaian sengketa / sanggahan :

P
AT B
= il ety o) o .
V. KESIMPULAN AKIPIR KETUA E“a"n.'\H i"L"'. A.TUDIK."LS;L.-’ I'?EPALA. KANTOR
PERTANAHAN <{*,.; 0, Gt B
I, Namu ,‘.ur:uulma’-nr‘.lg,!:u-:,rn-:{_)cnhngﬁn .,.Lru‘,ﬁiﬁa.&'h Febmon bin H. (opyan
2. Status tapah ﬂ_i_ ._ . anah Milik / TanahNepara
Lp 1‘1:1lun]mrgm}_uhulﬂm‘m ﬁ‘[u
H kn.t data fisik gan data yuridis yang disahkan

“’T*fh_l‘h ‘E"':.lcngﬂn Berita Acara,
" Pengesahon data  fisik dan * data yuridis tanggal
, hak atas tanah ini ditegaskan /

c.mkm Lunvcrsm:,a ml.‘:n_].;.dj Hak Milik dengan pemegang

haknya .M. Fodl  Behmon & M. fopvap

b Diproses melalui pengakunn pemberian hak,

Jember, Tel. G 6 uic 2005, 2005
An. Kepala Kantor Pertanahan
Kabupalen Jember
Kepala Seksi Pengukuran Jan
Pendaflaran Tanah

Ir, SUTARTO, M,
NIP, 010 223 708

Calatan : Corel kata-kata No.3 bila bdak diserlukan

" Caref yang fidek pary
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VL.

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANASAN

Lad

Mengenai Peraturan Menteri Negaia Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasiona! |
Nemaor 3 tahun 1997 io. SK Menteri Hcgarﬂ Agroria / Kepala Badan Pertanshan :

MBEBnALBNEERL . | cvin crorsirmersstars e DO e R S e s e

tentang pelaksanann rundal‘laran Innaly srstimatke dr e s R e e e |

sertn memperhatikan kesimpulan Panitia mudrknm yang tercantum dalum daftar
isian 201, Maka :

Berdusarkan duta =ik dan duta yuridis yung disahkan dengan Berita Acara

Penpesahan data [sik dan data yuridis tanggal ... .0 8. 0EC 2005............ hak
atas tanah ini ditegaskan konversinya , maka hak milik / diakui sebagai hak milik
dengan pemegaiig hax M 598 Behman B M. fefyon tanpa / dengen

criataraca kekerlan Aidaktbetenpadilantsedane-diproscs di-Pengaditen-denaan
AMarprrs Tt ),

Pcngcmh.m d'!["l Fm"-; dan data yur:dls 1nngg1| ....... A
tannh ini statusnya adalah TANAT *\.‘LGAR;"L i :

Yt
Kepada yang mepemputi / mcngl.mmt NAma, /o5 . ’*\“s't

dapatnya diusulkan untuk djhcnkfm hak mthlk‘;xzimi?gun angunan / hak pakai.
{-;.ﬁ‘hj'f ‘:"‘ﬁ,_ \E{j@ \@/
a ‘}Q%&Qm Jo. Pisal Lhveienireesednans  DOISIUEAN

Berdasarkan BLJU&”}A
Menteri Megarn hﬂw‘ﬂ*
EMEEAL . i 1& M/,,dﬁ Keputusan Menteri Negara Agraria ! Kepala
Badan Pertanshan Nagisfial Nomeor S L T2 T

bidang tanah v}lw’flﬁnmk.m pada I 201 ini ado dalam SENGEETA., ttchuaungan

dengan _ite™ prases  pensertipikawnnya  ditunda sampai diterbitkan  Keputusun
Lembaga Peradilan yang telah mempunyai kekuatdn hukum tetap.

Apabila dikemudian hari terayate ada bukti yang lebih kuat dan sah, sehingga isi
Keputusan ini harus diubah dan sisesuaikan dengan bukti-bukti tersebut, maka hal
itw akan dilakukan scsuai dengan perundang-undangan yang berlaku,
[Jitetapkan di Jember pada ranggal .. D F jh ?j“:'
An, Kepala Kantor ]’crmnahan
Kabupaten Jember
Kepalu Scksi Penpukuran dan Pendaltaran Tanah

lr, SUTARTO. NMH.
NIP.G10 223 708

Colalan - - Beri landa lingkaras unluk nomor yeng dipids

Covel semua kala-kata nomor yang 1dak dipiia ) |

depald Baddn Pertanahan N151onal ‘\JnmorH tahing 1997 |

; ") Corel yang bidak perfu
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2\

LAMPIRAN I3 .

Kepada Yth. :
Bpk. Kepala Kantor Pertanahau
Kabupaten Jember
JI. KH. Siddig MNo. 55
Di JEMBER

Dengan Hormat,

Yang Beranda tangan dibpwah i
Mama t/z r.-fr:.’_,,,}.{#,_r1 ‘:-'ll _,.""1 ga HJ“'?J'-&L-.'. ,_‘....,_. f;& '“.rlll{ .,_i_k;"‘?ffﬂ._h

'lr-r’
Llmur o]t .. ]
Pekerjasn ) ’””“f“r I8P
Mamor KTP (‘"-‘ '5 vy ‘/f‘ /”'--“ ki ""'7/(;- i
Alamat _."If\\ﬂj"“(""’”f-rf..

Dengan ini mengajukan permchonan Serdpikat Penpakuan Hak melatul Proyek Peningkatan

Administrasi Pertanahan Tahun angpearan 2008,

Alas bidang Tanah Mal: Yasan (Tonoh Adat) tere Iu ik di ;

Dlusun o L e

Desn Krr\ TONEGORD o py L

Kecomatan  : JENGGAWALH s -'\'f_:;_L__

Kabupaiep  JEMBER "_.'~j>

Momor Hak : Petok ,'..2{:5 ]-::rkl -‘?1 a-r &K as D—‘ , Lugs [g::?ﬂ M2,
G NN v B

L'ntuk melengkapi permchonan i hkalld bl:r'i"“'l"UT"l kami lampitkan |

I, Salinan Pendaltar rﬂ@m‘ut i :’L q'r?
2. Surat Pernyuioan ém'-nl-.i\anr ."-;.ubua_umr T Y T ey
3. Sural Pernyataan [JLL‘I'IL[b_'..I'.'.Ibd#T ugy Datay
4, Sural Pernyutaan Pl:nrng"uﬂ-w Figik bidang tanah (SPORADIK)
5 Berita Acorn Kesaksiun
3. Folo Copy KTF
T
g.
9.
10, 5

Hormat kami

)
M Wmc?tg' o dl Ealion
e g_ﬁ%}r@w.
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SALINAN DARI PENDAFTARAN BUKU C MODEL - D
Sebelum tanggal 24 — 09 - 1960 tercatat atas nama

MNama ) M L vt A SN bt o it OO
Nomor Buku Pendafiaran Huruf C 12(“;'5- ....... Kiwedanan SR ey
Desa : KERTONEGORO Kabupaten :JEMBER

Kecamatan  : JENGGAWA) Propinsi : JAWA TIMUR,

Scbagai bukti bahwa tanah-tanah teesebut dibawah ini dieatat numanya dalom buku Pendaflaran Huruf

C Desa Sebelum tanggal 24-09-1940 dan dimiliki namu tersebut

~NOMOR T | WASWENGRUT | | = ‘
- PEHS'L KELAS PERUBAHAMN
DAN HURUF BUKY PENDAFTARANM KETERANGAN
DESA HURUF C
BAGIAN Ha. | Da. | SEBAB | TANGGAL i
PERSIL ~ - |

Az | DT | 123

Kertonegorn, Talii . oL s 2005
Yang Meppambil Turunan
K:,;/g: {Jesa Kertonegouo

P

. Jmmn DARDA'T

29
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PEMERPINTAH ICABUPATEIN JEMBER
KECAMATAN : JENGGAWAH
DESA | : KERTONEGORO

Lampiran Model D) : i -
Petok Nomor : [?F’é"f‘:'ir';u.iﬁ Nomor : .4} 2. ... Kias : '@:' ........

Tertulis Atas Nama L RPed, fpettes

Luas Petok Selurishnya L B e R LR s 1
z'z

Luas Permohonan HaE { =29 2
]

Lrimiber Pertil £ Blok Nomier i i,

Jember, - = 2005.

KA LA |::,.'}J',x KERTOMEGORD
]
/
/Y
fo f
|

\
| |

I
1L ANMAD DARDA
'.l' |

%

|
\\_.'
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MODEL : E

SURAT PERNYATAAN PEMILIKAN / PENGUASAAN TANAH

Vang bertanda tangan dibawah i1y, saya :

Nama BT A +E

Tgh-LohivUmbe & M C@ TGl e ST . {
Rowhrpentoienn 1L SAIBONRIAE oo i R
Pekerjaan O S G .00 '.-:L.",#.ﬁ.'f%" ........................................................
Alamat Y {}q'i_"fn"t"ﬁ“ffﬂﬂ .....................................................

Dengan ini menystakan dengan tebenarnya banwa sebidang tanah pekarangan / pertanian tersebut

dalam : -
P B rz@f&#fﬁz S o e e

Atas Nama Y
Terletak di : i« ; o = -

Dusun R NCTH e s R R -2/ e S
Desa t KERTONEGOLO Kecamatan - JENGGAWAH

Kabupaten 1 JEMBER,

Dengan Batas-batas :

Utara _ d—d'ﬂp"“’: W‘k‘

Timur IE.,;_?{-E&L;,}M- SR e !

Selatan s Tl 0k e PO s

Baral h’u@i“@”“ \%‘

1. Betul Sejak / Sebelum *) tangual z,:_ T AR
sampai sekarang, e g K&

2. Betul belum berzertipikat / beium. pery; d{gu an sertipikat,

3. Betul tidak dalam keadaan senpkety 43

4. Betul tidak dijadikan jan‘;[g@:‘r'_-_md

ey Y, 1 Sk
L sk

Demikian Surat Fc:'ﬂ}w?ﬂﬁ%"ﬂ’a buat dengan sebenamya, dan apabila dikemudian harj terdapat

kekeliruan baik sengaja m i #Efﬂk, maka saya bersedia dituniul secara perdata dan atay pidana,
serta bersama ini pula sayaSembebaskan semua pihak yang terkait dengana ohyek tanah ini dari

segala tuntutan.

L2 Te e o e et ceen e 2005,
@ @ ’E‘th“a"‘:‘ ',,"-‘F":. 1 !‘cm}’?nﬂ
o '— E1 \.)f“lh‘“:l i
e b |
LRSI, e, Q
M Bt :"f—élé‘,. Lrfocan, St

Mengetahui
+Kepala Dusun Kepala Desa Kertonegorn

é"ﬁ?_.f. (E 5., Ay Kﬂcﬂ.n/}_‘}lzn Jenggawah
o i
4

R | "_Iu'lll
_____ el |
=T ?"‘[ \ [
B F ; i o — '|I |
,,jf{}:: H‘.ﬂlf_ﬂﬁli DARDA'
\ |
4
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Dese : KERTOMEGORO
Kecamatan  : JENGG/AV/AH MODEL: F
Kabupaten  : JEMBER

SURAT PERNYATAAN

Yang berlando tangan dibawaly ind -

Mofouned .00 £u}m-vﬂk- | Q\ﬁgffy‘am

MNama

Alamat {(‘ﬂ"’? fLQ—“/f"W

Pekerjaan LA Ve ).

Identitas S B o

Selaku pemohon pengukirean dan pemiiik tanah yang terletak di

Diusun ] "M&( e A S e L e e B
Desa : KF:-‘.TO"JLGDRD

Kecematan tJENGGAWAH

Kabupaten | JEMBER
|- L2s

Seluas R e L M2
Menyaakan Bahwa : o
ﬁ?. i
2k

l. Atas bidang tanah tersebut telah di _ﬁa,sm;:a’taﬁdu m.nda b’mlmw SELANYER e buah dan telah

memperoleh persetujuan dasi Qmﬁlhlﬁé.fmlh ya 1[=F bbrlﬁnq in,
2. Tanda-tandu batas tersch :..r{r{x Hﬂn{%‘
3. Alas Bidang tunal "“f%s '”‘;‘lm iz8hatl Tni tidak dijadikan jaminan hutang atau diperjual belikan

dan tidak dalam kea i :ukciu

Demikian pernyatann i dikual untuk keperluan  permohonan pengukurann kepada Kantor

Pertanahan Kabupaten Jember,

Rermeegre, Tl i e D08,

MENGETAHUI Ying Ml’"‘l'.ltluat Pernyatann
_KE]’ALA DESeKERTONEGORD it



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

Desa : KERTOMEGORO
Kecamatan 1 JENGGSAVATL
Kabupaten :JEMBER

MODEL : F

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandi tangan dibawaly ini ;

Mofevend 1Bl ﬁ,fmw_ __Q #. gwam

Nama

Alamat . "*C'{I £z *'LQ“?(""
Pekerjoan . .‘Jf"f"r i o SO
Identitas VIR

selaku pemohon p Lr‘j._l'] i dan pcmnm tanuh yang rLrIer.l dic

Dusun L ‘fﬁ._ -Jd._u./ o T o o

Desa KT‘I{TOHLGDR(}

Kecomatan  : JENGGAV A
Kabupaten  ; JEMBER
Seluas Al r-“. 270 M2

Menyvatakan Bahwa -

--._

. Ates bidang tanah tersebut relah d:[:‘.’asm '1r|'|:|"-mr1.m bu ﬂ;’n‘«'& sebanyal (o buah dan telah
memperoleh peesctujuan dai i ‘.JI?H: |r1.|h J.r'f.ug h"t.}:JT"S in

2. Tanda-tanda balas 1618 -e‘qul.’-{f rIrBtnbn{i" SR

3. Alas Bidanp lenaly T i fE."l;%}m. "ﬂj}}ba‘ ni Im ik difadikan jaminan hutang atay diperjual bch;an

dan tidak dalam keaosh m‘%}kmu
Demikian pernyataan ini dibuat uniuk keperluan permahanan pengukurann kepada Kantor
Pertanahan Kabupaten lember,

Keronsmhrd, Tl vy rsmrernrarssbon 2005,

MENGETAHLI Yung Membuat Pernyatann
__]{E!’ALA DESfeKERTONEGORO sy

Mebammed 4088 fotioa, Ol Gpa
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SURAT PERNYATAAN PEMBAGITANNARIES

Yang bertanda tanpgan ! cop _}|:1|1.pul dibawah ini kami pora ahli waris dari almarhun
Dengan ini menyatakan :

i Bahwn AIarhumy o civseriaennrriaresns ST . Telah meninggal dunia padr
i 1, [1]; et | B T Ry B Dcm Kcrloncwm Kecamatan Jenggawah,

Kabupaten Jember, dengan meninggalkan ahli wasis sc.baLru berikut :

NO. NAMA UMUR [ PEKERJAAN ALAMAT
1.
2.
3.
| |
i,
B
6.

2. Bahwi Almarhimm i esaaii \AC1J|nEbaILan tanah warisan yang terletak di
Dusun , b e e J"m rierionegoro, Kec mqmn .f?ngbawah Kabupeten Jember
sebag*mmna [I:FSELH" |:a-'.‘.a C‘lrlﬁ {ieter C} MNomon % e ers ] Mo i

ik Tua%ntum atas nama

o BT SRR [.oos

1, DBahwa berdas ﬂ.L.Jn FLSY AV '.I I-.|m| para uI:h quq Luﬁ.J ‘?n:p:kd[ bahwa tanah warisan tersebut

menjadi bagian (Flok) guri | rj._“ v, L B et P ey e
dengan balas-balas ,“'1} hen .\R ;
58117 G e ...,r.-.§,~\."'?"ﬂh‘““-—ﬁj,lufm ., A L
: _ S S A e :
0 B 71 o R ST !“,._:I.... .1.¢:;|".,l = Barat

(Untuk ahii war l*-i-;a.l"j:, tqu]m;s #lah mendapatkan bagian tanah warisan di tempat/persil lain )
Bahwa sejuk saat ini 5‘(*~|__, v Rak dan kewnjiban yang berkuitun dengan tanah tersebut adalah
mun_iﬂ;ji]m]g(' Lc\-.1||||_"‘i 1 S e R R L P P s ot

_—

Demikian sural pernyatasan ini Rami buas denpan sebenarnya agar dapat digunakan sebagai
mana mestinya. Apabila pernyniaan ini tidnk benar kami bersedia dituniul sesuai deopan hukum yang
berlaku,

Reettoneoons, Tl s ool

=3

Yang membuit pernyatuan £ noryahili waris

Menpgelahu Menvaksiks | b ddembenarkan Kepala Dusun

CAMAT JENGGAWAIE  KOP nL/ KERTONEGORO ../tmmt_%ﬂﬂ{...
fl) |
.'

l-k\ﬁ\ AD DARDAL sl A T =
e 5 2
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SURAT IMERNYATAAN PENGUASAANFESHL
- BIDANG TANAH (SPORADIK)

Yang bertanda tangan dibawal ini :

Mwm% Coboa. b H. Gotponn-

MEmar: e e s e E A e L N e R
Umur B M e i L by LA b L e b ol e T e B e T TG P s A e SR s WA s T A AT
Pekerjaan {{j{{“ 1—254_‘{/}, ...........................................................
Nomor KTP yece il f’ér"'P w-:s ST d‘?/if*?”
Alamat S, G ) .’r»f.{“. ............................................................

Dengan ini mesyitakan halvaa s denpgan itizad baik lelah menguasai sebidang tanah yang terletak di

Ri/RW o /rf
Desa : hrm FONEGORO Kecomuinn JENGGAWALL

Kb paten C IEMDLER

NIB e K b e L e e )
Siatos Teanah : I.||1 |I1Ii'<u ‘t’ asan I-‘n !ui T\u lErC,--g J-""'Sl /ﬂ]-?-r ..... KJ&S....I}::.........

Latais. oo 2 62 N2,

Diperpunakan untnk : Peremahun ." Pertnmninn

Balas-batas tanah
Schelah hara
Sebelah Timur
Sebelah Selatan
Sebélah Barat

g ¥
Bidang tanah tersebut suya peroleh durd = Ji’ T e R T A sefak taliiins o BT
Yang sampai soat ini saya koasiya ktgu"u 1cr_g|_=; :1 25 tid i'[L dijadikan/menjadi jaminan sesuaty hutasg
dan tidek dalam sengkels. A4 1._1
H.r“(“ o

! S
Surat Pernyataom ini suvy hl‘mr l.|l."ll Ful selhamys denean penub .I=1Lgun§‘, jawab dan saya berselin
untuk menganpgkal sumpah |.'.II]n* o Hk.ln Apobile terpyata permyalann ini tidak benar sayn bersed a
dituntut diladapan piliik — |'.||I & ng herwenang,

I, Mam i T D i [

Lmur &7 Tubwn

Pekerjann - Sekretaris Desa Fertoneaora

Alamat : Desa Reringpore, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember.
2. Nama ...rifk'”_.....

Umur £ ..*"' T Tahun . -

Pekerjnun i ”"E)n:“-” I caac e L T N & T

Alamat ; Desy Kedonegoro, Kecamntan Jenguawal, Kabupaten Jember.

Saksi = saksi

1.SUHADR] B 2 R — !
o SLOEKL L L

INGETAHUI
csn - Rerlonegorn

il
[} |
th ATIMAD DARDA'

\J
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BERITA ACARA KESAIKSIAN

e P! L2 | U kami yang bertanda fangan

dibawah ini : '

1. Nama SUHADIT
Umur : ST Tahun
Pekerjaan : Sekietaris Desa Ilertonagoro, Kecamatan Jenggawah
Alamat : Desa Kertoneporo, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember.

2. Nama e e A Y g R A A N e

Umur e, Tahun
Pekerjaan : f\”"‘”ﬁ-‘"‘f RELRIC gty | i LY
Alamat : Desa Kertonepors, Kecamalzn Tenggawah, Kabupaten Jember,

Dengan ini memberikan kesaksian alas pamilikan/ Pengurusan scbidang tanah yang terletak di :

Dusun Rk egedy  Lrped
RT/RW el S

Desa  KERTONEGORD

Kecamatan JENGGAWAH

Kabupaten ¢t JEMBER =
Petok Nomor ! E.E:.f;?‘.-’_....:’t'.rsiu : fqllﬁlns i 2
Dengan batas-batas g :
Sebelah Utara i 8
Sebelah Timur :
Sebelah Selatan e Suml T e e e 54
Sebelnh Barat v, ”gff{-eff Y Ao s dm et Mt e s T
Bahwa tanah terschut sejak 15hun l!/r-'rj - Dikuasai gleh uf J(bwvdm‘i“{'

; Lot ) ) i ) i (e
kemudian dialihkan kepuda .J'.-“lﬁr{*_.c?_-*ﬁfﬁ*:‘.".‘.".%?‘__...-|"._'.-.'.. a2 iw‘*—”ﬂ‘&"“‘-‘ﬂ‘Eg"_ﬁfhﬂﬂ

Sampai saat inj dikuasai olel ... ...oouiiei i SR, .- . . ol
Adalah orang yang berhak aias twsh dimaksuc

n.'(f"','?;'.-"l e

v/
&
Ty

Gy
g

L]

Demikian Berita acara inf dibual unnik diperpunakan sebagai mana mestinva,
Mengetahui Yang MembuatPémyataan

kepala Dysa Keronggoro / AN
e s

1 Jenppawah

| /Hmm ....... ]

|
IRE s K
I-I."*f‘_klin-i-.ilj DARDAM : s
A Ill ") H_' '.'? Er.f{""'.]

._\ |
sl
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BERITA ACARA KESAIKSIAN

Pade Harind 5 o i I s WBHEBAl 1vvverrrsansarsessernnsnranes kami yang bertanda tangan
dibawah ini : ‘
. Nama SUHADT
Umur : SITahun
Pekerjaan » Sekietaris Desa liertonapgoro, Kecamatan Jengpawah
Alamat : Desa Kerlonegoro, Kecamaton Jengpawah, Kabupaten Jember.
2. Nama : Jl‘w;f‘ ....................................................
Urmur PR e ol A T e s i
Pekerjaan : df*‘r‘&-"*f KR sede | ingt
Alamat ! Desa K::rtun:m:um FKecumatzn |2uggrlmh L\ahummn Je*‘nbe.

Dengan ini memberikan kesaksian atas pemilikan/ Pengurusan sebidang tanah yang terletak di :

Dusun g =% o ("‘ (If -./ ﬁ’”"z{)ﬁ

RT/RW T //. A s,
Desa P KERT ()“JEE{JL{U R

Kecamatan : JENGGAWAH i gk B

Kabupaten | JEMBER | e B e

Petok Nomor N LbE L Persii 4[........‘{5:5 ; 'rf:‘jj 1_1:.3“.”; ‘1215?-"9 M2

Dengan batas-batas :
Sebelah Utara
Sebelah Timur
Sebelah Selatan
Sebelah Barat :
Bahwa tanah tersebut sejak ﬁﬁhun I RN

kemudian dialikkan kepuda A& wa«fws-é The éf'&;__- ot ;,ﬂ_mﬁ 4P, thmm
Sampai saat inl dikvasal oleh _.. 0 et e TN e A : o

Adalah orang yang berhak atis cinah rjmmk':u il

A

-4511_-;," v

Demikian Berita acara ini dibuat wntuk dipergunakan sebagal mona mestinya,

Mengetahui
Kepala Ddsa Kerloneporo

In'
|
.\__J|
= v
B o
£ I.\J'{"i{{-‘ ..... 3|
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SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1a : AU _’QM‘Q‘-M%H'%)&M'

I e o o S S R i P o Lot L e ram G
BEHEIY. | 12 g o ae i e e L SAia s ks o e S e b e YR S A TS S
at QMAT RT. ... 0.0 ...RW &

Desa KERTDT‘_»EEGDRG Kecamatan JENGGAWAH, Kabupaten JEMBER.

gan ini menyatakan dengan sebenarnya :

ahwa saya mempunyai SL:I:r[cianJ:r lanah denpan Petok C No. ']‘(2"&4‘;_ Persil ’4[2' ..... 1

........ , Luas .....[.2. 2 %@ . M2 terletak di Desa KERTONEGORO, Kecamatan
ENGGAWAH, Kabupaten EMBER,

ahwa tanah suya terscbut tidek dijaminkan hutang kepada Bank Ncgcn Bank Swasta maupun ke
ithak Ke-[Il.

"

Ju r"ﬁ‘iv
Demikian pernyataan ini dibuat da.ng:m scl_u..nmnya tlcl'ﬂcq:ld%{"n paksaan dari pihak lain dan

ila dikemudian har® Surat Pernyataan m. nd;k bcmu savaj‘swnqgu:n dituntut dipengadilan sesuai
an perundangan yang berlaku. 7% §: ¢ +=-:1.3: L i, L

R J\ W Ko aro i o v i 2005
_ MEH&EJ@Q-[L:J Yang Membuat Pemyataan
_KEPALA DEYA KERTONEGORO
'.-.:f."rl .-’/' > f—
NG HNAHMAD DARDA’I
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SURATOPE RNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawal; jnj -

-----------------------------

e R LSlORAS AABle O LT el
Tempat/Tgl. Lahir  : ... 2% BEa, 4 L THREEL e i S
Pekerjaan 2o ,:'{:J/r(?,‘?' ”TWM‘”? ...............................................................
Alamat e

Dengan ini memberikan PEryalban, bahwa peaulisan nama pada surat/dokumen permohonan sertipikat

kami tersebut dabawal inj - ; :
. KTP tertulis : A @14 0 Kﬂ(/ﬂfé?g’/wég{‘rﬂﬁfﬁf ..........
. Akta Jual Bel; M ot M T it s

tertulis ; e R e R e

dalah pama dari sy OFang yarg sama yaitu Lami s=ndis l_|nflrk_';}é_J}qu:?'@;}di dalam sertipikat adalal; :
_ e

""-'r.',’?
! ; ?.‘ s
4 R e
Y . =t T Y g ‘:’I % ?.
Xf/é’}e'rfqu-{/fiﬁg_f_i /.-‘? ¢J(. _{/L,g"ér‘;,-}f/ (:j }"",/ /ﬁ]{%ﬁrw
Tanpgal L_qu'jr i r_:f 'rE;‘;"'/c_ = /ﬁ_f_?:’g
.I.'u. "--}L
. '\-If ‘.-:*::ii
o , ¢ e Ak " o
mikian untuk digunaken ::upn::_‘.'-_u_:j;_&;ﬂ, daiyaabily pernyataan :nt tdak benar kamj sanggup dituntit
engadilan. : .,-:.;_;_@_-,_r_.j_"lii%:i
Ha..:'.':'":__‘.,; 1
; Kerlonegoro | (L 2005,

MENGETAUJ ] Yang Membuat Pemyataan
A KERTONFGORD

TAN IEN GGAWALL
\;’:4
1 =-.J/_-'_'_

KEPALA DE

-'f —
T = <o 0
T AIMAD DARDA] Lot 00 YO Bobartas 55{&‘5’/5‘%
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SURAT PERNYATAAN KILLISBLAALY LUMAD

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Alamat : Dusun . ERIDM ESoe 4 (7224

...................................................................................

Selanjutnya disebut FIHAX PERTAMA

Tetangga yang berbatasan :

2. Sebelah Utara
Nama

. Sebelah Timur
N ama

. Sebelah Selatan

i g
N ama el e ek et e ! N PR < O B
2 kbt m T
. Scbelah Barat Ht ¢ bolan |
N ama RS R S R B L R ARy T T BT
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA Al
engan ini menyatakan : Vi

Pihak Pertama benar-benar pemilik, tanan ,'rﬂ"lgfiﬁl:-lﬂﬂl di Desa KERTONEGORO. Kecamatan
) S [% -,_-_\‘ at [ 5 é? 2 4
JENGGAWAH, Kabupaten JEMBER alay. lidk Petok C No....\ 265, Persil No. ..4)%..

Klas...... oK. ., Luas, 1. X980 Ma,

Pihak Kedua benar—beulnfg'gﬁg;‘lfnirl 1?{&5‘11&"';%}@ berbatasan dengan Pihak Pertama.

Sctelah diadakan p::nguﬁ-xli‘r‘?ﬁ;@ cigpetugos ukur Kantor Pertanahan Kabupaten Jember terhadap
permohonan hak milik, mak'{nqi”' zroleh hasil tanah t;cluas.....l'-.-_g_?fa,.-. M2, herarti ada kelebihan
luas sebesar ..., ﬂ-ﬂg M2, Berdasarkan batas dan saksi serta tetangga yang berbatasan.
Terhadap kelebihar luas tersebut Pihak Kedua mengakui dan membenarkan bahwa tidak ada
bidang lanahnya yang tervkur / lercakup pada bidang tanah Pihak Pertama, serta tidak akaa
menuntut dalam bentuk apapun juga dikemudian hari dari hasil pengukuran Kantor Pertanahan
Kabupaten Jember. -

Demikian surat pernyatuan ini kami buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari pihak
anapun dan apabila dikemudian hari says dan pura pihak memberikan keterangan tidak benar awau
Isu kami siap dituntut dimuka Fakim tanpa meiibatkan pihak lain.

Kertonegoro, Tl .....cicresnssssions 20085,

MENGLETARUI] Sava Pemohon ;= ——=
KEPALA DESA KERTONCZGORO
AN JENGCAWAH
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SURAT PERNYATAAN KEKUURANGANTUAS

Yang bertanda tungan dibawah inj :

........................................................................

...............................................................

Desa KERTONEGORO , Kecamatan JENGGAWAH, Kabupaten JEMBER.

Dengan ini mertyam.k an bahwa :
Kami benar-benar pemilik tanah yang terletak di DUSUn .oovveeovineoesieeeeeeions , Desa
KERTONEGORG, Kecamatwan JENGGAWAH, Kabupaten JEMBER, Petok C NO..oovvvrivnreinnns
Persil MO sovamsneaii v ISIBR S e y IR s O M2, sesuai dengan Akta

............................

Setelah diadakan pengukuran oleh Kantor Pertanahan K'Ilm]'}cill:tl Jcmher terdapat Luas ;

M2 berarti hda kekurangan Juas : ....oo.oveennen. M2, hal ing sexu*u ﬂen""&m pC]“!UI'l_]I.lkELtl Batas Bidang
tanan pada saat pengukuran.

u-

&+ 'L*--\_

Terhadap kekurangan luas tersebut, kami Phngﬁkuaa ddn mcrnE’:@n ;E"an serta tidak akan menuntut

dalam bentuk apapun terhadap L“kurhng;.n Iuas d;tr uh@l ﬂ;:ﬂnguku:an Kantor Pertanahan
Kabupaten Jember di kemudian hari. gt e g ‘r,- ‘:1 --;-i}.

g *;:é} \.‘)

Demikian surat pernyataan. 1:15 k.-u'n_l buat.‘%ltn?n seberamya tanpa ada paksaan dari siapapun

a dan dapatnya dipergunal e L sﬂ ha il {LgJﬂeng;cnp'm permolionan Sertipikat Proyek Pﬂnmg: atan
ministrasi Pertanahan Tdh,m ﬁggﬂrﬂn S

"'-n;:. .

_.-.‘-

M

‘:_\;B\'
Kertonegoro, Tal. ....ovveeessnensonaion 2005,
MENGETA U] Yang Membuat Pernyataan

KEPALA DESA KERTOMEGORO
1 MATAN JENGGA WAL

........................................
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a) HAK: Milk f) ' NAMA PEMEGANG HAK
No. : 283
Desa /#ck: Kertonegoro MOHAMMAD FADLI ROHMAN Bin Haji SOFYAN
Ig |haIEIi!.iI!!,=i ii :l:
i e Tanggal lahir / eltependisian-
b) NIB 12.34.08.07.00198

Letak Tanah

U5 Oktober 1986

ASAL HAK

Konvers;

Pembertun-hak

Permrrecthrmermsminmge
ﬂmggahuagmhidmg

DASAR PENDAFTARAN

Dadtar Isian 202
Tel. 06-12-2005

No.  1699/BAR00S

g) PEMBUKUAN
Y21 o TR i
An Kepala Kantor Pertanahan

Kabupaten / Ketamudypa—
oo SMBRL |
Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah

L,
Pt

s

it \.)}']'QE‘
L b,
..\-.\.:.\_:::\1:' .. :
¥

An. Kepala Kantor Pertanahan

Kabupaten / Ketemadya— -

Jember
Kepala Seksi’ Pfe"n'gu Kirarn dary F’iéh‘c‘.féﬁaran Tanah

Luas ; £ 134C m?

Akts Jual Baii, No,435/Jenggawah/2003,tgl.21-07-2003
Fengumuman No.1423A/Desa/2005, tgl.11-08-2005 s/d 11-10-2005
Tidak ada pihak lain yang mengajikan keberatan

Daftar Isian 301 No,9304/2005

SURAT UKUR

Tal.  06-12-2005

No.  00089/Kertoneyoro/2005

fa e u v JUSUTARTOMH,
e NIE 010 223 708

PENUNJUIZ Bekas Hak Yasan Kutipan Petok C.No.1265, Persil MNo.412, Klas/Blok D.1

TR T T T TS

N
Sl i e L T e T T T \1

LT TS m e A
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a) Hak: Milik S NAMA PEMEGANG AR
No. : 263 .
Desa Hct;  Kertonegora MOHAMMAD FADLI ROHMAN Bin Haji SOI-VAN
Tanggal Inhir / shin-pendirian—
b) NIB 12.34.08.07.00195 05 Olktober 1986

Letak Tanah

¢c) ASAL HAK
|. Konversi
2. Pembermamrimbe
3, Pemecaban-tRavisalan [/
Fenppabunganbidane—
d) DASAR PENDAFTARAN
1." Daftar Isian 202
Tel. 06-12-2005
No. 1699/BAS2005
D Berprberteape st a
Tgl.
No
3. Permohiy L%kb .
11715 il|1|'rPL-I1L“ %

SURAT UKUR
Tgl, 06-12-2005

No. 00089/Kertonegoro/2005

1538 m?

Loukies,

g) PEMBUKUAN

Jember

........................ TAEE o T s e e et
An. Kepala Kantor Pertanahan

Kabupalen Heetan
11uphé}}1m ey E—

Kepala Seksi Pergukiran dan Pendaftaran Tanah

Ay, Kepala Kantor Pertanahan

R Llnu}uu ! Feetemadya
Kepala Seksi' Pengukuran dan Perdaftaran Tanah v

L OGTARTO MH i

NIP 010 223 708

)

PENUNIUK

Bekas kiak Yasan Kutipan Petok C.No.1265, Persil No.412, Klas/Blok D.|
Luas : £ 1330 m?

Akta Jual B«li, No.435/Jenggawah/2003 tgl.21-07-2003
FPengurmuman No.1423A/Desal2005, tgl.11-08-2005 s/d 11-10-2005
Tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan

Daftar Isian 301 No.9304/2005
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1 lain - lain @ .....Surat Ukur ini menguraikan, Tanah Bekas Hak. Yasan Petok.Na.1265 . Persil. No.412
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UNTUK SERTIFIKAT lBMBER. . Tal. 2 Desember........200.. &

JEMBER LR s 200).. Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah

Kepala Kantor Pertunahan KLF'?\%F Pertanahan
Kabupiten / FotastHeryin—— (,jit}l:p;}s_n / Keptasnads
: =5 1. oI e 1 T :
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